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MOTTO 

 

                         

                            

                       

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkanya kepada Rasul dan ulil Amri 

di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 

kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil 

Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah kepada kamu, 

tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja.
1
 

(QS an-Nisa‟ [4]: 83) 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 118-119. 
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ABSTRAK 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat BPJS yaitu badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial. 

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa 

organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan 

tersebut, yaitu diantaranya Menurut keputusan Mu‟tamar NU ke-33 pada tanggal 

4 Agustus 2015 tentang hukum BPJS kesehatan bahwa BPJS sesuai dengan 

syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun. Dan adapun menurut keputusan 

ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 

telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan terutama yang terkait dengan 

akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung 

unsur garar, maisir dan riba. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul 

permasalahan yaitu Bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama 

Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dan Bagaimana 

perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis 

Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu 

dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah 

ini. Adapun sumber datanya adalah sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data 

penulis menggunakan studi kepustakaan dan  berbagai macam literatur yang  

sesuai pembahasan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif-

kualitatif dengan mengambil jenis doktrinal yaitu penelitian ini merupakan 

proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna 

menjawab isu hukum. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan 

adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail 

memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan 

Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 

yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS 

sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun. Sedangkan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan 

yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Cikura Tega lJawa 

Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah 

belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur garar, maisir dan 
riba.. Perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan 

Majelis Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Adapun 

persamaannya terkait dengan BPJS Kesehatan yaitu pada rujukan dalil al-Qur‟an 



viii 
 

(QS. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong), serta persamaan persepsi 

mengenai konsep ta’awun yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan 

dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadits (NU rujukannya hadits 

tentang tolong menolong sedangkan MUI rujukan haditsnya tentang 

pengharaman Riba), metode istinbat hukum yang digunakan (NU menggunakan 

metode Qauly, Ilhaqi, dan Manhaji sedangkan MUI menggunakan metode yang 

bersumber dari 4 sumber hukum yaitu, Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas). 
Kata kunci:Istinbat Hukum, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan 

BPJS Kesehatan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil 

keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Huruf latin 

 Alif Tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 |Sa S ث

 Jim J ج

 }H{a H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د



xii 
 

 |Z|al Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 }S{ad S ص

 }D{ad D ض

 }T{a T ط

 }Z{a Z ظ

 _‘ Ain„ ع

 Gain G غ

 Fa F ف

 Qof Q ق
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 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Wau W و

 Ha H ه

 ’_ Hamzah ء

 Ya Y ي

 

2. Vokal 

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal bahasa 

Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau h{arakat dengan transliterasi 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fath{ah A ا َ

 Kasrah I ا َ

 D{ammah U ا َ



xiv 
 

Vokal rangkap pada huruf Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara h{arakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf dengan transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fath{ah dan Ya Ai ى يَ 

 Fath{ah dan Wau Au ى وَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan 

transliterasi sebagai berikut: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan tanda 

ى  َ  

Fath{ah dan Alif 

Layyina a< 

ا  َ  Fath{ah dan Alif a> 

ي  َ  Fath{ah dan Ya i> 

و  َ  Fath{ah dan Wau u> 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan 

yang kompleks salah satunya adalah dibidang sosial yaitu BPJS 

Kesehatan. Seperti telah dimaklumi, didalam kehidupan ini manusia 

dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin 

menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Sebagai manusia 

penginnya hidup sejahtera, sehat, dan aman tanpa ada gangguan 

termasuk melindungi diri mereka, namun manusia cuma bisa 

berikhtiar dan berdoa tetapi Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan 

segalanya. Oleh karena itu, manusia dihadapkan oleh berbagai resiko 

selama dia hidup, kapan dan dimana cuma Allah yang menentukan. 

Maka dari itu untuk meminimalisir resiko tersebut lembaga 

kementerian sosial yaitu kementerian yang bertanggungjawab 

terhadap jaminan kehidupan warga Negara Indonesia, salah satunya 

adalah BPJS Kesehatan datang atau dibangun tujuannya untuk 

mempermudah resiko yang mungkin akan terjadi dan kita tidak tahu 

kapan akan terjadi. 

Menjalani kehidupan, manusia dihadapkan pada takdir dan 

nasib, manusia ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan 

tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki 

potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi. Salah satu cara 
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untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan BPJS Kesehatan. 

Dalam perspektif hukum Islam terdapat pro-kontra mengenai produk 

BPJS Kesehatan yang berupa Jaminan Kesehatan, Peristiwa 

keselamatan seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau 

suami maupun anak – anak yang masih memiliki masa depan yang 

panjang, yang akan menjadi resiko jika tidak dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhannya kelak. Selain itu, seringkali pula manusia 

dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, 

misalnya sakit, kecelakaan dll. Hal-hal tersebut merupakan resiko 

yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam 

kehidupannya.
1
 

Manusia mempunyai sifat yang lemah dalam menghadapi 

kejadian yang akan datang, sifat kelemahan tersebut adalah 

ketidaktahuan manusia terhadap kejadian yang akan menimpanya. 

Manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya 

besok atau dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah swt 

dalam QS. At-Taghaabun [64]: 11 dan QS. Luqman [31]: 34. 

                           

        

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa 

seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan 

Barangsiapa yang beriman kepada Allah 

                                                           
1
 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5. 
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niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu”.(QS. At-Taghaabun [64]: 11).
2
 

 

                        

                 

               

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 

sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; 

dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan 

tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 

besok. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui dibumi mana Dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal”.(QS. Luqman [31]: 34).
3
 

 

Berdasarkan ayat diatas, kita yakin bahwa musibah atau 

bencana terjadi atas kehendak Allah, dimana adanya musibah 

merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat 

dihindari oleh manusia, namun demikian manusia harus berikhtiar 

                                                           
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 814. 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan 

Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 585. 
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untuk mencegah, mengantisipasi, dan memperkecil resiko yang 

ditimbulkan dari musibah tersebut. 

Simpul kata, ayat diatas merupakan salah satu kewajiban 

syara’ dan agama demi melindungi individu dan masyarakat dari 

kehimpitan dan kesulitan. Dengan demikian, seorang mukmin 

(pemerintah) dengan mukmin lainnya (masyarakat) akan menjadi 

satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Agar dapat 

menjadi manusia bermanfaat yang memperoleh pahala dan ganjaran 

dari Allah, baik didunia maupun akhirat. 

Memperkecil resiko tersebut pemerintah bertanggung  jawab 

terhadap jaminan kehidupan warga Negara Indonesia, yang mana 

jaminan kehidupan tersebut  adalah Jaminan Kesehatan yang 

diberikan kepada masyarakat  untuk meminimalisir resiko yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau 

BPJS Kesehatan.  

Jaminan Sosial merupakan sistem yang telah berdiri sejak 

lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mendorong 

pembangunan dan strategi penting dalam penanggulangan 

kemiskinan. Jaminan Sosial telah diakui sebagai satu strategi 

kebijakan sosial yang penting dalam menopang pertumbuhan 

ekonomi. 



 
5 

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan 

program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.
4
 Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Sosial. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5
  Dengan harapan 

pelayanan kesehatan di Indonesia dari masyarakat kelas atas sampai 

ke bawah mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sama.  

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 

menegaskan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

didasarkan pada prinsip-prinsip nirlaba, kegotongroyongan, 

keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan 

wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 

sebesar besar kepentingan peserta. BPJS Kesehatan mulai beroperasi 

Januari 2014 dengan melakukan transformasi.
6
 

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam 

strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta 

                                                           
4
 Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial, Lampiran 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial  Pasal 60 ayat (1), (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2012), hlm. 234.  
5
 Dinna Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial…Pasal 1 ayat (1) dan (2), 

hlm. 208. 
6
 Irvan Rahardjo, Politiik Asuransi Indonesia, (Jakarta: Gagas Bisnis, 

2012), hlm. 23.  
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memperkecil kesenjangan. Dalam arti luas, perlindungan sosial 

mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 

pihak swasta, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, 

terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan 

yang penuh dengan resiko.
7
 

Ketahui bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur’an 

maupun Hadits bersifat umum atau global. Tidak semua persoalan 

masyarakat modern seperti sekarang ini dapat ditemukan jawabannya 

dalam al-Qur’an maupun Hadits, oleh karena diperlukan peran para 

ulama untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum atau menetapkan 

hukum yang kita kenal dengan istinbath hukum. Meskipun para 

ulama diberikan otoritas untuk melakukan istinbath, penggunaan 

istinbath harus benar dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Untuk 

menjadi mujtahid tidak gampang, diperlukan berbagai macam 

pengetahuan dan keahlian seperti memahami bahasa Arab dengan 

segala aspeknya, memahami al-Qur’an dan Hadits. 

Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum dalam 

wacana hukum islam merupakan spare part yang paling penting dan 

berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para 

ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam 

                                                           
7
 Edi Suharto, Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, 

Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 3.  
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pembahasan adillat al-ahkam yakni dalil-dalil yang menjadi dasar 

dan metode penetapan hukum.
8
  

Menunjukkan bahwa agama adalah pendorong perubahan 

sosial. Artinya, orang yang memahami agama tidak boleh bersikap 

egois, mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan 

kondisi dan nasib orang-orang disekitarnya. Orang yang mempunyai 

pemahaman agama secara benar pasti memperhatikan orang lain. 

Karena agama selalu mendorong pemiliknya untuk menebarkan kasih 

sayang, kerukunan, perdamaian, dan empati sosial. Bagi mereka, 

agama harus memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi 

umat manusia. Sebagaimana fungsi al-Qur’an dan para utusan Allah 

yang mengeluarkan manusia dari kegelapan (dhulumat) menuju 

cahaya (nur).
9
 

Hukum adalah wahyu Allah yang berhubungan dengan orang 

mukalaf, baik sifatnya tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Perubahan 

hukum karena perubahan waktu, tempat dan kondisi ini dibakukan 

dalam salah satu kaidah fiqih, yaitu Tagayyur al-Ahkam bitagayyur 

al-Amkinah wa al-Azminah wa al-Ahwal, yakni bahwa perubahan 

hukum disebabkan perubahan tempat, masa, dan kondisi yang 

mengitarinya. Kaidah ini dikuatkan dengan kaidah lain, yaitu al-Adah 

Muhakkamah, yakni kebiasaan yang ada dimasyarakat dijadikan 

                                                           
8
 Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 

2008), hlm. 46. 
9
 Jamal Ma’mur Asmani, Menatap Masa Depan NU, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2016), hlm. iii-iv.  
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sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Kebiasaan tersebut harus 

diseleksi secara ketat dan dinyatakan tidak berlawanan dengan 

gagasan dasar dalam al-Qur’an dan Hadits (sunah).
10

 

Adapun hukum ijtihad bagi semua umat Islam adalah wajib 

kifayah. Maksudnya adalah tidak boleh ada suatu masa yang kosong 

dari mujtahid mutlak. Apabila dalam suatu umat Islam terdapat orang 

yang mampu melakukan ijtihad mutlak, dimana ia dijadikan sebagai 

rujukan bagi kaum muslimin dalam peristiwa-peristiwa yang ingin 

mereka ketahui hukumnya, berarti umat islam tersebut telah 

melaksanakan kewajibannya. Namun, jika dalam suatu umat tersebut 

tidak ada satu pun orang yang mempunyai otoritas untuk melakukan 

ijtihad secara mutlak, maka semua umat tersebut berdosa. Itulah 

kewajiban kolektif (wajib kifayah). Adapun dalil-dalil tentang hal ini 

adalah firman Allah (QS. An-Nisa’ :59).
11

 

                              

                               

       

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

                                                           
10

 Jamal Ma’ruf, Rezim Gender di NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), hlm. 31.  
11

 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 20-21. 
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Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

Peristiwa-peristiwa semakin bertambah dan semakin banyak 

hal-hal baru dalam umat ini seperti muamalah-muamalah, kongsi-

kongsi, dan transaksi-transaksi yang tidak ada keterangannya dalam 

nash-nash (Al-Qur’an dan Sunnah), dan tidak pula tersentuh oleh 

ijtihad sebelumnya. Karenanya, harus ada orang yang mempunyai 

otoritas untuk berijtihad secara mutlak agar menggali hukum-hukum 

dari peristiwa-peristiwa tersebut dan menyesuaikan perundang-

undangan dengan kemajuan zaman dan kebutuhan umat manusia. 

Sedangkan berhenti pada hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya, 

berarti sama saja menghentikan perundang-undangan untuk sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan umat manusia. Asy-

Syahrastani berkata dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal, “Nash-

nash (Al-Qur’an dan Sunnah) terhenti atau terbatas, sedangkan 

permasalahan-permasalahan umat tidaklah terbatas. Sesuatu yang 

tidak terbatas tidak bisa dijangkau oleh Sesuatu yang terbatas. 

Karenanya, ijtihad dan qiyas selalu diwajibkan hingga dalam setiap 

peristiwa terdapat ijtihadnya sendiri.
12

  

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya 

respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi 

masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Menurut 

                                                           
12

 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 22-23. 
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Nahdlatul Ulama melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan 

Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS 

Kesehatan. Adapun keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di 

Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa 

hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan 

syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun.
13

 Di sisi lain Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa tentang BPJS 

Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok  Pesantren at-Tauhidiyah, 

Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa 

hukum BPJS adalah belum  sesuai dengan prinsip syariah karena 

mengandung unsur gharar, maysir dan riba.
14

 

Pada tanggal 4 Agustus 2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS 

Kesehatan direvisi agar sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga 

hasil kesepakatan disebutkan, program BPJS akan disempurnakan 

agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-

unsur gharar, maisir, dan riba inilah yang menyebabkan program 

BPJS disebut tidak sesuai syariah.
15

  

Faktor penyebab perbedaan dikalangan para mujtahid yaitu 

hukum-hukum yang sama sekali tidak ada nash-nash yang 

menunjukannya, baik yang bersifat qath’i ad-dilalah (pasti dan hanya 

                                                           
13

  Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke ll, 

(Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 115. 
14

 Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-

2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib. 
15

Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-

agar-sesuai-syariah/ diakses pada tanggal 24 Februari pukul 8.45 wib.  
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memungkinkan satu makna), maupun yang bersifat zhanni ad-dilalah 

(yang memungkinkan banyak makna), dan tidak ada pula ijma’ 

(konsensus para mujtahid) tentang hal itu. Hukum-hukum tersebut 

diketahui melalui ijtihad, baik dengan qiyas, istishlah, maupun 

perangkat lainnya yang ditetapkan syariat untuk mencari (menggali) 

hukum dari permasalahan yang tidak ada nashnya. Maka disinilah 

terjadi perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid.
16

 

Menetapkan Fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan, Lajnah 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) masing-masing memiliki metode istinbath atau 

dasar hukum dalam menetapkan fatwa yang mana masing-masing 

memiliki perbedaan dan persamaan. Berdasarkan dari uraian diatas, 

penulis tertarik untuk membandingkan metode istinbath dan dasar 

hukum fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam menghukumi BPJS Kesehatan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas dan 

dapat dijadikan pedoman kerja, serta untuk mencegah adanya 

kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pembahasan. Adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan?  
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 43-45.  
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2. Bagaimana Perbandingan Metode Istinbat dan Dasar Hukum 

Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Dalam 

Menghukumi BPJS Kesehatan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum BPJS 

Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbat dan dasar 

hukum Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam menghukumi BPJS Kesehatan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi 

penulis maupun dikalangan akademis pada umumnya dan 

memperdalam khasana keilmuan mengenai sistem pengambilan 

keputusan hukum lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini 

adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) tentang BPJS Kesehatan. 

2. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis 

dan pembaca pada umumnya mengenai hukum BPJS sehingga 

masyarakat tidak ragu tentang hukum BPJS Kesehatan. 
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3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Walisongo Semarang. 

 

E. TELAAH PUSTAKA 

Melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis 

kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil 

dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis 

gunakan sebagai bahan rujukan. 

Skripsi Kardi Fidmatan, NIM 10400112005, Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar Tahun 2016, dengan judul Analisis Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan.  Di dalam skripsinya membahas tentang 

Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang difokuskan 

pada sistem maupun teknis pelayanan. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan memaparkan data-data yang diperoleh baik 

data-data primer maupun sekunder. Penelitian ini mengunakan 

pendekatan library research yaitu sumber data diperoleh dari kajian-

kajian pustaka dan berbagai macam literatur yang sesuai 

pembahasan, termasuk di dalamnya kajian fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada pelayanan yang 

dilakukan oleh BPJS Kesehatan baik dari segi sistem maupun segi 
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teknis, sehingga Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa 

pelayanan belum dilakukan secara maksimal, sehingga diharapkan 

BPJS Kesehatan dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada 

masyarakat.  

Fatwa ini juga merupakan dorongan dari lembaga fatwa 

Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah untuk lebih 

meningkatkan lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh 

masyarakat Indonesia secara adil dan tidak membeda-bedakan antara 

pihak yang satu dengan pihak yang lainya.
17

 

Skripsi Khurotun ‘Ainiah, NIM 102322001, Mahasiswi IAIN 

Purwokerto Tahun 2016, dengan judul Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). Di dalam skripsinya tentang 

bagaimana pandangan NU terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

pustaka (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber 

datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok 

bahasan penelitian ini dan juga literatur lainnya. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu buku 

hasil-hasil muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, dan UU No. 24 tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan 

                                                           
17

 Kardi Fidmatan dengan judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”, 

(Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016). 

Repository.uin.alaudin.ac.id/1671/…diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 

21.08 wib. 
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sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain atau 

sumber yang mengutip dari sumber lain. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

yaitu mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan adalah metode content analysis. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial 

di Indonesia sesuai dengan aturan syara’. Dengan mengedepankan 

prinsip maslahah mursalah, dan prinsip ta’awun yang terkandung 

didalamnya, sehingga tujuan dari pada maqasid asy-syari’ah tercapai, 

menjadikan penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia 

diperbolehkan dalam pandangan NU.
18

 

Skripsi Muhamad Syafii, NIM 13220209, Mahasiswa UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, dengan judul 

Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran 

BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasar 

Teori Maslahah. Didalam skripsinya tentang Pemberlakuan Denda 

Pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS 

Kesehatan dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam 

mengiur. Ketidak disiplinan peserta dalam mengiur ini berimbas pada 

devisit keuangan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan terbaru tersebut 
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 Khurotun ‘Ainiah dengan judul “Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan Bahtsul 

Masail Nahdlatul Ulama)”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016). 

Repository.iainpurwokerto.ac.id/1005/ diakses pada tanggal 17 Maret 2018 

pukul 18.26 wib.  
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juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah 

kepesertaan. Sebab, dinilai peraturan pemberlakuan denda terbaru 

tersebut tidak membebani peserta dan memiliki nilai kemanfaatan 

tinggi. Ada juga penilaian bahwa justru regulasi denda tersebut 

membebani peserta. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis 

empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Yaitu dengan mengkaji Pasal 17A.1 Perpres No 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahana Kedua Atas Perpres No 12 Tahun 2013 

Tentang BPJS Kesehatan, yang mengatur tentang Denda Pelayanan 

2,5% kemudian melihat tingkat efektifitas dan nilai maslahat  

peraturan tersebut di masyarakat. Efektifitas pemberlakuan denda 

pelayanan tersebut bisa dinilai dari beberapa aspek. Meliputi, 

peraturan perundang-undangan, penegak hukum, kepatuhan 

masyarakat, dan sarana prasarana. Dalam hal ini, efektifitas 

pemberlakuan denda pelayanan tersebut masih terkendala pada 

kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap 

peraturan dimaksud. Sementara dari aspek maslahat dan manfaat, 

denda pelayanan tersebut memberi kemudahan kepada peserta. Sebab 

denda hanya berlaku pada saat penggunaan rawat inap di Rumah 

Sakit dan hal itu masih dalam taraf kewajaran.
19

 

                                                           
19

 Muhamad Syafii dengan judul“Penerapan Denda Pelayanan Atas 

Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 

2016 Ditinjau Berdasar Teori 

Maslahah”,(Etheses.uin.malang.ac.id/6931/1/13220209.pdf diakses pada tanggal 

17 Maret 2018 pukul 20.36 wib) 
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Skripsi Rina Muthmainnah, NIM 122311096, Mahasiswi 

UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, dengan judul Analisis 

Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 

Tentang BPJS Kesehatan. Didalam skripsinya membahas tentang 

bagaimana penggunaan metode penetapan hukum yang digunakan 

Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum BPJS Kesehatan 

dilihat dari perspektif ilmu ushul fiqh. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 

research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu 

sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah 

yang dikaji. Hasil skripsinya menyimpulkan bahwa metode 

penetapan hukum hasil Bahtsul Masail NU tentang BPJS Kesehatan 

adalah memakai metode manhaji artinya adalah metode dengan 

mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun 

oleh Imam Mazhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (al-

Qowaid al-Ushuliyah). Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam 

membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan al-Qur’an, as-

Sunnah dan aqwal ulama. Penggunaan metode manhaji dalam 

menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam perspektif ilmu 

ushul fiqh menurut penulis adalah bahwa metode manhaji digunakan 

dengan cara penalaran bayani yaitu metode dengan cara menganalisis 

kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap 

makna teks al-Qur’an dan Sunnah. Dalam ushul fiqh hal ini disebut 

ijtihad tatbiqi. 
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Jurnal Al- Ahkam: Vol. 8, No. 1 (2017): 1-25 ISSN 2085-

9325 (print); 2541-4666 (online) Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, Oleh Wasyith Uin Walisongo Semarang yang berjudul 

Revitalisasi Maqasid dalam Perbankan Syariah. Artikel ini 

memberikan jawaban Apakah sebenarnya tujuan inti dari perbankan 

syariah? Kenapa eksistensi perbankan syariah begitu penting? Tidak 

dapat dipungkiri, jawaban dari pertanyaan krusial mengenai tujuan 

pendirian perbankan syariah masih berupa diskusi sepotong-

sepotong. Jika dikaji lebih dalam, perbankan syariah adalah entitas 

yang mempunyai karakteristik unik dan tersendiri, khususnya saat 

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, 

perbankan syariah, baik secara teori maupun praktik, harus 

melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm), khususnya 

dalam hal pengukuran kinerja yang tidak hanya terbatas pada 

parameter keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh 

mana revitalisasi konsep maqasid dalam keuangan syariah, 

khususnya perbankan. 

Para ekonom Muslim terkemuka menegaskan bahwa 

perbankan Islam adalah bagian dari sistem ekonomi Islam secara 

holistik, yang berjuang untuk masyarakat yang adil dan seimbang 

seperti yang diharapkan dalam maqasid. Jika direnungi lebih dalam, 

pelaksanaan nilai-nilai maqasid merupakan sebuah kewajiban bagi 

setiap lembaga perbankan, sekaligus pemerintah. 

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kajian maqasid 

yang digali dari khazanah keilmuan Islam, dapat diaplikasikan dalam 
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ranah penelitian kontemporer, khususnya bidang ekonomi Islam, 

seperti tercermin dari konsep maqasid Muhammad Abu Zahrah dan 

Abdul Majid Najjar. Karena itu, penelitian-penelitian sejenis sangat 

diharapkan: sebuah ijtihad reflektif menjawab tantangan kekinian 

dengan tetap memperhatikan akar dan tradisi keilmuan Islam. Jika 

dalam penelitian ini lebih berfokus pada dunia perbankan, revitalisasi 

konsep maqasid tentu sangat terbuka untuk dikembangkan dalam 

bidang ekonomi lainnya.
20

 

Berdasarkan pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, 

Penulis akan membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi 

sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau 

duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-

skripsi diatas adalah fokus masalahnya. Kelebihan penelitian, Penulis 

membandingkan  metode istinbath Muktamar NU ke-33  tanggal 4 

Agustus 2015 di Jombang tentang hukum BPJS Kesehatan dan 

ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI tanggal 7-10 Juni 

2015 tentang BPJS Kesehatan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang 

ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data 

                                                           
20

 Jurnal Al-Ahkam, Wasyith dengan judul: Revitalisasi Maqasid dalam 

Perbankan Syariah, (Jurnal: UIN Walisongo Semarang: 2017 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1823 diakses 

pada tanggal 18 Desember 2017). 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1823
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dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan 

terhadap permasalahan.
21

 Untuk memperoleh dan membahas data 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

a) Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

kepustakaan dengan mengambil bentuk penelitian doktrinal, 

Penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan 

hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu 

hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas.
22

 

b) Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu dengan meneliti bahan 

pustaka berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik 

penelitian ini.
23

 Yaitu tentang BPJS Kesehatan Perspektif 

Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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 Joko Subgyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek, 

(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2. 
22

 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal 

Research), ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11. 
23

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hlm. 36. 
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2. Jenis Data (Bahan Hukum) 

a) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat.
24

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum 

Lajnah Bahtsul Masail Yaitu Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 

Nahdlatul Ulama cetakan ke ll Tahun 2015 dan fatwa MUI 

tentang Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia V Tahun 2015. UU yang dipakai NU dan MUI 

tentang BPJS Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 

SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). 

b) Bahan hukum tersier , yaitu sumber yang diperoleh untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari data sekunder yaitu, 

menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya, dan buku-

buku yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang 

diteliti seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-

lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka 

metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan Studi 

dokumen, meliputi studi bahan hukum sekunder ataupun undang-

undang yang berlaku, menelaah literatur-literatur kepustakaan 
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 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal 

Research),… hlm. 53. 



 

22 

lainnya, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan 

permasalahan yang diteliti.
25

 

4. Metode Analisa Data 

Menganalisa data yang terkumpul, maka penulis 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan mengambil 

jenis doktrinal yaitu penelitian ini merupakan proses untuk 

menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna 

menjawab isu hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang 

diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat 

dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh. 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi 

:
26

 

a) Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian 

disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini maksudnya 

peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil 

keputusan hukum Lajnah Bahtsul Masail yaitu buku Hasil-

Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke ll Tahun 

2015 dan fatwa MUI tentang Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 2008), hlm. 21.  
26

Sayekti Pujosuarno, Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian 

Kualitatif, (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1992), hlm. 19. 
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Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tentang BPJS 

Kesehatan. 

b) Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran 

keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk matrik, bagan, maupun narasi. 

c) Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Yaitu  mengenai hasil 

metode istinbath Nahdlatul Ulama dan Mejelis Ulama 

Indonesia tentang hukum BPJS Kesehatan. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 

pembahasan secara global dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi 

lima bab dimana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi 

sub-sub bab satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi 

kesatuan yang utuh. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan 

skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.  

Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN. 

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II : KERANGKA TEORI 

Gambaran umum tentang istinbath hukum, 

Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan 

BPJS Kesehatan. Bab ini merupakan landasan teori 

yang akan digunakan untuk membahas bab-bab 

selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, 

pengertian istinbath hukum, tujuan istinbath 

hukum, berdirinya Nahdlatul Ulama, metode 

ijtihad NU, berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

dan Metode ijtihad MUI. Kedua, membahas 

tentang sejarah BPJS Kesehatan, pengertian BPJS 

Kesehatan, prinsip-prinsip BPJS Kesehatan dan 

landasan hukum BPJS Kesehatan. 

BAB III : HASIL KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA 

DAN  

  MAJELIS ULAMA INDONESIA. 

Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 

di Jombang dan fatwa MUI tahun 2015 di Tegal 

mengenai hukum BPJS kesehatan. 

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN. 

Bab ini berisi menganalisis perbandingan hasil 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 di 

Jombang dan menganalisis fatwa MUI tahun 2015 

di Tegal mengenai hukum BPJS kesehatan ditinjau 
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dari segi metode istinbath dan dasar hukum 

(hujjah) yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP. 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil 

pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap 

pokok masalah, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBAT HUKUM DAN 

 BPJS KESEHATAN 

 

A. ISTINBAT HUKUM 

1. Pengertian Istinbat Hukum 

Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum 

dalam wacana hukum islam merupakan spare part yang paling 

penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang 

dihasilkan. Para ulama ushul membahas metodologi penetapan 

hukum itu dalam pembahasan adillat al-ahkam yakni dalil-dalil 

yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.
27

  

Kata istinbath berasal dari kata “istinbatha” yang berarti 

“menemukan”, “menetapkan” atau mengeluarkan dari 

sumbernya. Sedangkan secara istilahi adalah mengeluarkan 

hukum-hukum fiqih dari al-Quran dan as-Sunnah melalui 

kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga term 

istinbath identik dengan ijtihad.
28

 Jadi, menurut Ibrahim Husen, 
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Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 

2008), hlm. 46. 
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 Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU, (Semarang: Walisongo Press, 

2008), hlm. 46-47. 
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istinbath merupakan istilah fiqh sedangkan ijtihad adalah istilah 

ushul fiqh.
29

 

Istilah istinbath ditemukan dalam QS an-Nisa‟ [4]: 83 

yang berbunyi: 

                         

                            

                       

Artinya: “Dan kalau mereka menyerahkanya kepada 

Rasul dan ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 

kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 

dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau 

tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah 

kepada kamu, tentulah kamu mengikut 

syaitan, kecuali sebagian kecil saja.
30

  

Ayat di atas, menurut Iskandar Usman, memuat kata 

istinbath (yastanbithunahu) yang disandarkan kepada para ulama. 

Istinbath dapat berarti istikhraj (mengeluarkan hukum). Ayat di 

atas juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang 

tidak bisa diketahui hukumnya dengan nash-nya kecuali dengan 

cara istinbath. Menurut ushul fiqh, secara etimologis, istinbath 
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 Abu Rokhmad, Ushul Al-Fiqh, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 

hlm. 279.  
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 118-119.  
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berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Menurut istilah, 

istinbath adalah mengeluarkan makna dari nash dengan kekuatan 

dan kemampuan akal.
31

 

Ali Hasballah mengartikan istinbath sebagai 

mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur‟an dan al-Sunnah 

melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul fiqh, 

sehingga terma istinbath identik dengan ijtihad. 

Definisi ini, tampaknya makna istinbath lebih khusus 

dari pada ijtihad. Jika ijtihad merupakan pengarahan segala 

kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum 

Islam yang baru dan belum ada penjelasannya dalam al-Quran 

atau al-Hadits, maka istinbath lebih berhubungan dengan 

pencarian makna dari nash-nash al-Qur‟an dan al-Hadits. Jika 

demikian, objek kajian istinbath bisa jadi berdekatan, 

bersinggungan atau bahkan sama dengan ijtihad bayani. 

Keduanya sama-sama fokus pada nash, baik dari sisi susunan 

redaksinya maupun makna dari nash itu. Sebab susunan redaksi 

menentukan makna yang dikandung nash tersebut.
32

 

Menurut Ali Hasballah, ada dua cara pendekatan yang 

dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam melakukan istinbath. 

Pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Kedua, 
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 Abu Rokhmad, Ushul Al-Fiqh,… hlm. 279-280. 
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 Abu Rokhmad, Ushul Al-Fiqh,… hlm. 279-280.  
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pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariat 

(maqashid syariah).
33

 

Kata istinbath bila dihubungkan dengan hukum, seperti 

dijelaskan oleh Muhammad bin „Ali al-Fayyumi ( w. 770 H ) ahli 

Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-

Qur‟an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. 

Ayat-ayat al-Qur‟an dalam menunjukkan pengertiannya 

menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak 

tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui 

maksud hukumnya. Di samping itu di satu kali terdapat pula 

perbenturan antara satu dalil dengan lain yang memerlukan 

penyelesaian. Ushul Fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai 

aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah.
34

 

Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada 

dua bagian, yaitu segi kebahasaan, dan segi maqasid (tujuan) 

syariah.
35

 

a. Metode Istinbath Dari Segi Bahasa 

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fiqh 

adalah al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami 
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teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para 

ulama telah menyusun semacam “semantik” yang akan 

digunakan dalam praktik penalaran fiqih. Bahasa Arab 

menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat 

kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat 

beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat 

penting dan akan di kemukakan disini adalah: masalah amar, 

nahi dan takhyir, pembahasan lafal dari segi umum dan 

khusus, pembahasan lafal dari segi mutlaq dan muqayyad, 

pembahasan lafal dari segi mantuq dan mafhum, dari segi 

jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya. 

Secara ringkas hal-hal tersebut akan di jelaskan berikut ini.  

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur‟an dalam 

menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga Sunnah 

Rasulullah ada yang berbentuk amar (perintah), nahi 

(larangan), atau takhyir (memberikan pilihan). Dari tiga 

kategori Ayat-ayat hukum itulah berbentuk hukum-hukum, 

seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. 

b. Metode Istinbath melalui Maqasid Syariah 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa 

menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulullah disamping menunjukkan hukum dengan 

bunyi bahasanya, juga dengan ruh tasry’ atau maqasid 

syariah. Melalui maqasid syariah inilah ayat-ayat dan hadits-

hadits hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas 
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jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan 

tidak tertampung oleh al-Qur‟an dan Sunnah. Pengembangan 

itu di lakukan dengan menggunakan metode istinbath seperti 

dengan qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan urf yang pada 

sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut ini akan diuraikan 

pengertian maqasid syariah dan peranannya dalam 

menetapkan hukum. 

Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya 

dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat 

ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang 

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. 

Peranan maqasid syariah dalam pengembangan 

hukum seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, 

adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu 

untuk memahami redaksi al-Qur‟an dan Sunnah, 

menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat 

penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus 

yang tidak tertampung oleh al-Qur‟an dan Sunnah secara 

kajian kebahasaan.
36
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2. Tujuan Istinbat Hukum 

Berbicara tentang tujuan istinbath hukum tidak lepas dari 

pembicaraan tentang fiqh dan ushul fiqh, karena fiqh 

membicarakan sejumlah hukum syariah secara praktis yang 

didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci. Sementara 

itu, ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang 

dipergunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang 

diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan 

istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau 

perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum 

yang ditetapkan.
37

  

Melalui kaidah-kaidah itu, kita dapat memahami hukum-

hukum syara’ yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber 

hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah 

sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli 

fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus 

tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas 

perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-

kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-

kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.
38
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3. Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) 

Nahdlah berarti bangkit sekali, karena dalam istilah 

nahwu (gramatikal Arab) kata nahdlah adalah همَر َّمصدر  (masdar 

yang menunjukkan sekali). Artinya, sekali bangkit selamanya 

tetap bangkit, tidak boleh mundur, walau setapakpun. Bangkit 

terus untuk menggapai kejayaan, kemenangan dan keemasan 

dalam semua aspek kehidupan yang dicita-citakan. 

Ulama berarti orang-orang yang alim/pintar. Ulama ini 

tidak hanya orang yang memahami kitab kuning, tapi juga orang 

yang mengamati pergantian waktu, flora fauna, dan fenomena 

alam ciptaan Allah untuk meneguhkan keimanan dalam hati, 

memperluas cakrawala pemikiran dan menambahkan ketundukan 

kepada Sang Pencipta (Al-Khaliq), Allah Swt.
39

 

Menurut istilah Nahdhatul Ulama adalah jami’iyyah 

diniyah yang berhaluan Ahlu as-Sunnah waal Jama’ah yang 

didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 16 

Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M 

untuk waktu yang tidak terbatas.
40

 

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 31 

Januari 1926 di Jawa Timur merupakan organisasi 
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kemasyarakatan Islam terbesar di Nusantara. Sebagian besar 

warga jami’iyyah, berada di daerah pedesaan Jawa dan Madura. 

Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi 

kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana 

pemikiran Islam di Indonesia. Namun sebagai organisasi 

keagamaan yang berada dibawah kepimpinan kyai ulama, NU 

berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang 

di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi 

masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal 

Islam.
41

 

Nahdlatul Ulama lahir sebagai penerus estafet dari apa 

yang diperjuangkan oleh walisongo yang menjadi penyebar 

agama Islam di Pulau Jawa. Ajaran yang diemban oleh walisongo 

ini mengikuti irama Ahlusunnah Wal Jamaah yang dilestarikan 

dari generasi ke generasi selanjutnya, serta amalan-amalan dari 

banyaknya mayoritas umat Islam di Nusantara khususnya pulau 

Jawa, yang kebanyakan beraliran Sunni dengan mengikuti 

Madzhab Syafi‟i dalam masalah kajian fiqihnya, dan Abu Hasan 

al-Asy‟ari dalam masalah teologinya.
42

 

Awal berdirinya NU hanya memperjuangkan 

kepentingan keagamaan tradisionalis yang dianut sebagian besar 
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masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasarnya yang pertama, 

Tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu 

mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi 

kemaslahatan bangsa. Namun sejalan dengan dinamika 

warganya, di tahun lima puluhan, NU terlihat dalam kegiatan 

politik praktis. 

Maksud didirikan NU adalah untuk memegang teguh 

salah satu dari madzhabnya imam empat, dan mengerjakan apa 

saja yang menjadi kemaslahatan agama Islam.
43

 

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU, merangkum 

tiga alasan pokok berdirinya NU:  

a. Aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi 

akulturasi dengan budaya setempat, dalam memperkenalkan 

Islam pada masyarakat.  

b. Aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda, 

dan 

c. Usaha membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni 

munculnya gerakan Wahabiyah yang berusaha 

menghilangkan segala khurafat yang ada di kota suci.
44

 

NU didirikan oleh para kyai pesantren, antara lain KH. 

Hasyim Asy‟ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Asnawi dan 
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lain-lain. Rais Akbar PBNU pertama dipegang oleh KH. Hasyim 

Asy‟ari. NU merupakan Jam’iyyah Diniyyah Islamiyyah 

beraqidah Islam menurut paham ahlusunnah wal jamaah 

mengikuti salah satu empat madzhab dalam fiqih. 

Bagian khusus NU yang mengurus masalah ijtihad 

hukum Islam adalah Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan 

keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) 

ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU 

di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992. 

Bahtsul Masail secara harfiah berarti pembahasan 

berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk 

membicarakan masalah-masalah keagamaan terutama yang 

berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. 

Bahtsul Masail al-Diniyyah adalah salah satu forum 

diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) 

untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual 

yang muncul dalam kehidupan masyarakat. 

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama NU selalu 

aktif mengagendakan pembahasan tantang problematika aktual 

tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan 

kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial 

masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara 

secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur‟an dan 
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Hadist, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara 

tidak jelas.
45

     

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, 

Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian tentang masalah-masalah 

agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang 

membahas berbagai masalah keagamaan. 

Masyarakat nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja dikenal 

sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, 

tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang 

menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masail, 

fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke 

berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat NU yang 

awam, keputusan Bahtsul Masail ini dianggap sebagai rujukan 

dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari.
46

 

Bahtsul Masail atau Lembaga Bahtsul Masail Diniyah 

(lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di 

lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-

fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan 

bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan 
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memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi‟iyah yang 

harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut 

Bahtsul Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam 

sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan 

dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya. 

Sebuah lembaga fatwa, Bahtsul Masail menyadari bahwa 

tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui 

secara langsung dari nash al-Qur‟an, melainkan  banyak aturan-

aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui 

ijtihad. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk 

melakukan ijtihad baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun 

esensi makna yang dikandungnya.
47

 

Praktik Bahtsul Masail ini telah berlangsung sejak NU 

didirikan yakni 13 Rabi al-Tsani 1345 H/21 Oktober 1926 M. 

Waktu itu dilakukan sidang Bahtsul Masail yang pertama kali 

dalam sejarah NU. Untuk itu untuk melihat setting historis 

bahtsul masail harus mengetahui proses sejarah NU didirikan.  

Berbeda dengan proses lahirnya NU, lembaga Bahtsul 

Masail sebetulnya telah berkembang di tengah masyarakat 

muslim tradisionalis pesantren, jauh sebelum tahun 1926 di mana 

NU didirikan. Secara individual persoalan yang terjadi di tengah 

masyarakat. Dengan tuntutan yang semakin tinggi, secara 
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individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum 

bagi kaum muslimin di sekelilingnya.
48

 

4. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) 

Forum Bahtsul Masail dalam menjawab permasalahan 

hukum menggunakan 3 metode secara berjenjang, yakni qauli, 

ilhaqi dan manhaji.
49

 

a. Metode qauli adalah suatu cara istinbath hukum yang 

digunakan oleh ulama NU dalam kerja Bahtsul Masail 

dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian 

mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat 

dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi 

teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat 

yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. 

b. Metode ilhaqi adalah menyamakan hukum suatu 

kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada 

ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang 

telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), 

atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. 

c.  Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah 

keagamaan yang ditempuh dalam Bahtsul Masail dengan 
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mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum 

yang telah disusun imam mazhab.  

5. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga 

Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan 

cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina 

dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis 

Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, 

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
50

 

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau 

musyawarah para ulama, cendikiawan dan zu’ama yang datang 

dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 (dua puluh 

enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) Provinsi 

di Indonesia, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur 

dari Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam tingkat pusat, yaitu, 

NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, 

Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 

orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI 

serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh 

perorangan. 

Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah 

kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya 

para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang 

                                                           
50

 https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/ diakses 

pada tanggal 1 Januari 2018. 

https://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/


 
41 

 

 

dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI”, yang ditandatangani 

oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut 

Musyawarah Nasional Ulama I (satu).  

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk 

ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan 

makmur, rohaniah serta jasmaniah yang diridhai Allah swt dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila.  

Khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :
51

 

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warathatul Anbiya) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris 

tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta 

memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari 

secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli 

waris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia 

menjalankan fungsi kenabian yakni memperjuangkan 

perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, 

walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, 

tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan 

dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia. 
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b. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)  

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi 

fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. 

Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam 

Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran 

serta organisasi keagamaannya. 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim 

al-ummah) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan 

umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi 

harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, 

Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi 

permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, 

akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis 

Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam 

membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa 

dalam hubungannya dengan pemerintah. 

d. Sebagai gerakan Islah wa al-Tajdid  

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru 

damai tentang perbedaan yang terjadi di kalangan umat. 

Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 

maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-

jam’u wa al-taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih 

(mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian 
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diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan 

(ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia dan berperan 

sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran 

Islam. 

e. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar  

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana 

penegakan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu dengan 

menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan 

sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. 

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan 

wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa 

berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan 

bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam 

menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas. 

6. Metode Ijtihad MUI  

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan 

MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) 

dijelaskan tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI. Pada 

ayat 1 dijelaskan bahwa setiap keputusan fatwa harus berupa 

pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (adillat al-ahkam) 

paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Ayat 2 

dtegaskan bahwa dasar-dasar dimaksud adalah al-Qur‟an, hadits 

ijma, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Dari segi prosedur 
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penetapan fatwa dijelaskan dalam pasal 3 dan seterusnya.
52

 

Secara ringkas, langkah-langkah penetapan fatwa MUI adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu 

pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu‟tabar 

tentang masalah yang akan difatwakan tesebut, secara 

seksama berikut dalil-dalilnya. 

b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan 

sebagaimana adanya. 

c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, 

maka, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha 

penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama 

mazhab melalui metode al-jam‟u wa at-tawfiq, dan jika usaha 

penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan 

fatwa didasarkan pada hasil tarjih melaui metode muqaranah 

dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh Muqaran. 

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya 

dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil 

ijtihad jama‟i (kolektif) melalui metode bayani, ta‟lili (qiyasi, 

istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad adz-dzariah. 

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan 

kemaslahatan umum (mashalih amah) dan maqasid asy-

syariah.
53
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B. BPJS KESEHATAN 

1. Sejarah BPJS Kesehatan 

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila 

seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat 

yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau 

biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada 

penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan 

hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan di rumah sakit, 

obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan 

kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga 

munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat 

disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan 

uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit 

karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat 

hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.  

Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. 

Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja 

terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan 

merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya 

kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.  
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  Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 20. 
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Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk 

lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 

2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta 

orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. 

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%  

penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan 

mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat 

menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila 

tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin 

dapat menjadi masalah yang besar.  

Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden 

Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak 

berharap tudingan Indonesia sebagai “negara tanpa jaminan 

sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas.  

Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 

1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 

20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat 

(1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU 

SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga 

tanggal 19 Oktober 2004.  

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, 

dimana Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang 

Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut 



 
47 

 

 

direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang 

Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko 

Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 

25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, 

tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional). 

Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui 

Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 

2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

sejahtera.  

Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga 

Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 

(Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2) 

dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan 

Presiden RI “Membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam 

rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh 

dan terpadu”.
54

 

2. Pengertian BPJS Kesehatan 

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 
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https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 

diakses pada Tanggal 20 November 2017 pukul 8.40 wib. 

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
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adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai 

Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, 

Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha 

lainnya ataupun rakyat biasa.
55

 Jaminan kesehatan adalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 

setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 

oleh pemerintah.
56

 

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum 

didasarkan pada gagasan kerja sama diantara sekelompok orang 

yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan 

kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan 

untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang 

tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap 

ta’awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara 

sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi 

suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa 

tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi 
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 https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, diakses 23 November 

2017 pukul 8.45 wib. 
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 BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Askes Questions), 

(Jakarta: Kementerian Kesehatan RI., 2013), hlm. 2-6. 

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan
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peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang 

diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian 

(derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang 

dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal 

tersebut, asuransi adalah ta’awun yang terpuji yaitu saling tolong 

menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu 

antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) 

yang mengancam mereka.
57

 

3. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan 

BPJS menyelenggarakan sistem Jaminan Sosial Nasional 

berdasarkan prinsip: 

a. Kegotongroyongan 

b. Nirlaba 

c. Keterbukaan 

d. Kehati-hatian 

e. Akuntabilitas 

f. Portabilitas 

g. Kepesertaan bersifat wajib 
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 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): 

Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28-29. 
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h. Dana amanat dan Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan 

untuk sebesar-besar kepentingan.
58

 

4. Landasan Hukum BPJS Kesehatan 

a. Undang-Undang Dasar 1945  

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial.
59
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.   
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diakses pada Tanggal 20 November pukul 8.50 wib. 
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BAB III 

HASIL KEPUTUSAN NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS 

ULAMA INDONESIA TENTANG BPJS KESEHATAN 

 

A. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Tahun 2015 Tentang BPJS 

Kesehatan 

Persoalan BPJS Kesehatan dalam pandangan NU telah 

menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat 

perhatian yang cukup besar dari ulama NU. Dalam kajian forum 

bahtsul masailnya, NU telah menetapkan hukum BPJS Kesehatan, 

berikut adalah hasil keputusan bahtsul masail NU tahun 2015 tentang 

BPJS Kesehatan: 

- Masalah 

: Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai 

dengan syariah Islam? 

- Jawaban 

: BPJS Kesehatan sesuai syariah Islam dan masuk dalam akad  

ta’awun.
60

 

- Dasar pengambilan keputusan: 

1. Al-qur’an 

ا           ْٛ ُٔ َٚ رؼَبَ ٌْجشِ ػٍََٝ َٚ اٌزمْٜٛ ا لََ َٚ ا ََٚ رؼََب َٚ ْٛ ٚاْ ذٚاٌؼ ثُالَِْ ػٍََٝ ُٔ   
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Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU 

cet ll, (Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 25. 
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 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(QS. al-Maidah 

[5]: 2). 

2. Hadist 

ػَٓأثَِٟٛطَسػَٟاللهَػَٕٗلبي:َلبَيَسعَٛيَاللهَطٍَٝاَللهَػ١ٍََٗٚعٍُ:))َ     

إَِٓوبٌج١ٕب٠َْشذَثؼؼَٗثؼؼب((َِزفكَػ١ٍٗاٌّإٌٍَِّٓ       

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang 

lain adalah seperti sebuah bangunan dimana 

sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq 

alaih). 

ؼّبَْثَٓثش١شَسػَٟاللهَػّٕٙبَ,َلبيَ:ََلبيَسعٛيَاللهَطٍَٝاللهَػ١ٍَٗػَٓإٌ

ٚعٍَُ:َ))َِثًَاٌّإ١َِٕٓفَٟرٛادَُ٘ٚرشادَُّٙٚرؼبؽفَُٙ,َِثًَاٌجغذَئرَ

ٌَٗعبئشَاٌجغذَثبٌَغٙشَٚاٌذّٝ((َِزفكَػ١ٍَٗاشزىََِٕٝٗػؼَٛرذاػٝ             

Diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir ra. berkata: 

Rasululah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang 

mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-

mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah 

satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh 

anggota tubuh yang lain turut merasa sakit” (Muttafaq 

alaih). 

ػَٓإٌؼّبَْثَٓثش١شَ,َلبيَ:َلبيَسعٛيَاللهَطًَاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُ:َ))َاٌّإَ

َِْٕٛوشجًَٚادذَئَْاشزىَٝسأعٗ,َرذاػَٝعبئشَاٌجغذَثبٌذَّٝٚاٌغٙش((َ

 أخشجَِٗغٍُ

dari Nu’man bin Basyir berkata: Nabi Muhammad SAW 

bersabda: Orang-orang beriman ibarat satu orang, jika 
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bagian kepala mengaduh, seluruh badan akan menderita 

demam dan tidak bisa tidur. (HR.Muslim). 

ٚػَٓأثَِٟٛطَسػَٟاللهَػَٕٗ,َلبيَ:َلبيَسعٛيَاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُ:َ))َئَْئلَ

َِبوبَْ َأَٚلًَؽؼبََػ١بٌَُٙثبٌّذ٠ٕخَ,َجّؼٛا َفَٟاٌغضَٚ, َأسٍِٛا شؼش٠َٓئرا

َُٕٙفَٟئٔبءَٚادذَثبٌغ٠ٛخَفََُِٕٟٙٚأٔبَػٕذَُ٘فَٟثٛةَٚادذَ,َثَُالزغَّٖٛث١

 َُِٕٙ((َِزفكَػ١ٍٗ

Dari Abu Musa ra, ia berkata: “Rasulullah SAW 

bersabda: sesungguhnya orang-orang Asy’ariy, apabila 

persediaan peperangan mereka hampir habis atau 

makanan bagi keluarga mereka di Madinah tinggal 

sedikit, maka mereka mengumpulkan sisa-sisa yang ada 

dalam satu kain kemudian mereka membagi-baginya 

sama rata pada satu bejana. Mereka itu termasuk 

golonganku dan aku termasuk golongan mereka, 

(Muttafaq alaih). 

3. Tafsir al-Baghawi 

ؼؼبَ,َ)َػٍَٝاٌجشَٚاٌزمَٜٛ(َل١ًَ:َاٌجشَ)َٚرؼبٚٔٛاَ(َأَٞ:١ٌََؼ١َٓثؼؼىَُث

ِزبَثؼخَالأِشَ,َٚاٌزمَِٜٛجبٔجخَإٌَٟٙ,َٚل١ًَ:َاٌجشَ:َالعلاَََ,َٚاٌزمَٜٛ:َ

اٌغٕخَ,َ)ٚلَرؼبَٚٔٛاَػٍَٝالثَُٚاٌؼذٚاَْ(َل١ًَ:َالثَُ:َاٌىفشَ,َٚاٌؼذَٚاَْ

 :َاٌظٍَُ,َٚل١ًَ:َالثَُ:َاٌّؼظ١خَ,َٚاٌؼذٚاَْ:َاٌجذػخَ.

(dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama 

lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah 

mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, 

kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) 

kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: dzolim, berbuat 

dosa: maksiat, pelanggaran: bid’ah. 
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4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh  

أِبَاٌزأ١َِٓاٌزؼبََٟٚٔ:َفَٙٛأ٠َْزفكَػذحَأشخبصَػٍَٝأ٠َْذفغَوًََُِٕٙ

اشزشاوبَِؼ١ٕبَ,ٌَزؼ٠ٛغَالأػشاسَاٌزَٟلذَرظ١تَأدذَُ٘ئراَرذمكَخطشَ

 ِؼ١َٓ.ََٚ٘ٛل١ًٍَاٌزطج١كَفَٟاٌذ١بحَاٌؼ١ٍّخَ.

Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di 

sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada 

salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang 

dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan 

terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi 

semacam ini dalam kehidupan kerja. 

عبثمبَفَٟجٛاصَاٌزأ١َِِٓٛلفَاٌفمَٗالعلآََِِٟاٌزأ١َِٓ:َلشهَوّبَرج١َٓ

َػمٛدَ َفٟ ٠َذخً َلأٔٗ :َ َاٌّؼبطش٠ٓ َاٌّغ١ٍّٓ َاٌفمٙبء َِٕظبس َفٟ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزجشػبدَ,ََِٚٓلج١ًَاٌزؼبَْٚاٌّطٍٛةَششػبَػٍَٝاٌجشَٚاٌخ١شَ:َلأَْوًَ

ِشزشن٠َذفغَاشزشاوَٗثط١تَٔفظَ,ٌَزخف١فَاثبسَاٌّخبؽشَٚرش١َُِالأػشاسَ

َأ٠بَوبَْٔٛعَ اٌؼشسَ,عٛاءَفَٟاٌزأ١َِٓػٍَٝاٌزَٟرظ١تَأدذَاٌّشزشو١َٓ,

اٌذ١بحَ,َأَٚاٌذٛادسَاٌجغذ٠خَ,َأَٚػٍَٝالأش١بءَثغجتَاٌذش٠كَأَٚاٌغشلخَأَٚ

َأَٚدٛادسَاٌؼًَّ,َ َاٌّغإ١ٌٚخََِٓدٛادسَاٌغ١شَ, َأٚػذ ِٛدَاٌذ١ٛاَْ,

ٚلأَٔٗل٠غزٙذفَرذم١كَالأسثبحَ.َٚػٍَٝ٘زاَالأعبطَٔشأدَششوبدَاٌزأ١َِٓ

َٔٚ ,َ َثبٌشغََُِٓاٌزؼبَٟٚٔفَٟاٌغٛداَْٚغ١شٖ ,َ َٚأػّبٌٙب جذذَفَِٟٙبِٙب

 ٚطفَاٌمب١١ٌَٔٛٔٓٙبَثأٔٙبَثذائ١خَ.

Penjelasan kitab Al-fiqh al-Islamiy mengenai asuransi 

ialah tidak ditemukannya keraguan hukum sebagaimana 

penjelasan sebelumnya tentang di perbolehkannya 

praktek asuransi semacam ini dalam pandangan ulama-

ulama fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut 

merupakan akad-akad tabarru’ (murni ibadah karena 

Allah SWT) dan juga merupakan bentuk sikap tolong-
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menolong dalam kebaikan yang di anjurkan oleh syariat 

Islam, dikarenakan dalam kelompok tersebut setiap 

anggota (asuransi) memberikan bantuan kepada 

rekannya dengan suka rela bertujuan meringankan 

dampak atas bencana yang menimpanya dan membantu 

menghilangkan kesulitan yang sedang dialami salah satu 

rekannya dalam kelompok tersebut apapun kesulitannya, 

baik menyangkut kelangsungan hidup (asuransi jiwa, 

kecelakaan anggota tubuh, atau sesuatu yang di 

sebabkan oleh kebakaran , pencurian , matinya 

binatang-binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-

hal lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelekaan lalu 

lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi tolong-

menolong juga tidak melirik pada adanya keuntungan 

yang didapatkan oleh pemegang saham, atas asas-asas 

inilah maka perserikatan asuransi tolong-menolong 

mulai berkembang pesat di negara Sudan dan negara-

negara lain dan mencapai tujuan maksimal yang 

dihasilkan dari kepentingan-kepentingan para asurador 

dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi peraturan 

perundang-undangan asuransi at-ta’awuni itu sendiri.  

َ َاٌّإِٓ ٠ٍَزضَ َأْ َفٙٛ :َ َثبثذ َثمغؾ َاٌزأ١ِٓ َئٌَٝٚأِب َِذذد َلغؾ َثذفغ ٌٗ

اٌّإَِٓ:ََٚ٘ٛششوخَاٌزأ١َِٓاٌّىٛٔخَأفشادَاٌّغب١َّ٘ٓ,٠َزؼٙذَ)َأَٞاٌّإَِٓ

(َثّمزؼبَٖدفغَأداءَِؼ١َٓػٕذَرذمكَخطشَِؼ١َٓ.ََٚ٘ٛإٌٛعَاٌغبئذَالَْ.َ

٠ٚذفغَاٌؼٛعَئِبَئٌَِٝغزف١ذَِؼ١َٓأَٚئٌَٝشخضَاٌّإَِٓأَٚئٌَٝٚسثزَٗ,َ

 فَٙٛػمذَِؼبٚػخٍَِضٌٍََطشف١َٓ.

Asuransi bagian tetap (asuransi tijari) adalah adalah 

asuransi yang keberadaannya dikuasai oleh pemegang 

saham atas ketersediaan asuransi meyerahkan cicilan 

pembaharuan kepada mereka (para pemegang saham), 

dan mereka berjanji  untuk menyerahkannya kepada 

orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang 

dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan ketentuan 



 
56 

yang mereka buat ini adalah asuransi yang sedang 

banyak berlaku sekarang atau menyerahkannya kepada 

yang membutuhkan atau kepada pemilik saham sendiri 

atau kepada ahli waris mereka. Asuransi semacam ini 

merupakan akad mu’awadhoh yang menetapi dua sisi. 

ٚاٌفشقَث١َٓإٌٛػ١َٓ:َأَْاٌز٠َٞزٌَٛٝاٌزأ١َِٓاٌزؼب١ٌَٟٔٚظ١َ٘ئخَِغزمٍخَػَٓ

اٌّإٌََُِٓٙ,َٚل٠َغؼَٝأػظبؤَٖئٌَٝرذم١كَسىخَ,َٚئّٔب٠َغؼَْٛئٌَٝرذف١فَ

الأػؼبءَ.َأِبَاٌزأ١َِٓثمغؾَثبثذَف١زٛلَٖاٌّإَِٓاٌخغبئشَاٌزَٟرٍذكَثؼغَ

َدغبةَ َػٍٝ ,َ َسىخ َرذم١ك َئٌٝ ٠َٙذف َاٌزٞ )َ َاٌّغبّ٘خ َاٌششوخ َأٞ (

اٌّشزشو١َٓاٌّإٌََُِٓٙ.َٚوَْٛاٌّإٌََِٓٗلذَل٠أخزَش١ئبَفَٟثؼغَالأد١بَْ

ل٠خشجَاٌزأ١ََِِٓٓػمٛدَاٌّؼبٚػبدَ,َلأََِْٓؽج١ؼخَاٌؼمذَالدزّبٌَٟألَ

 ؼبلذ٠َٓػٍَٝاٌؼٛعَأد١بٔبَ.٠ذظًَف١َٗأدذَاٌ

Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi ini ialah, 

kalau asuransi at-ta’awuni kendalinya di pegang oleh 

semua anggota (asuransi) bukan anggota lain dan para 

anggotanyapun tidak berusaha mendapatkan keuntungan 

mereka hanya berniat membantu meringankan kerugian 

yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan 

asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang saham 

yang lebih memprioritaskan pendapatan keuntungan dari 

banyaknya asuransi yang ikut bekerja sama, sedangkan 

keberadaan para asuransi sendiri yang tidak mengambil 

suatu bagianpun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut 

tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad 

mu’awadhoh, karena tabiat akad yang mengandung 

jaminan pastinya menetapkan adanya ganti rugi/ 

imbalan yang di dapatkan oleh salah satu dari mereka.
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 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU 

cet ll, (Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 117-119. 
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B. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 Tentang BPJS 

Kesehatan 

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga 

Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan 

mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan 

amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik ditingkat pusat maupun 

daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan 

kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Diantaranya 

adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (UU BPJS).  

Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang 

dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektit 

ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa 

Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan 

beberapa literatur, tampaknya bahwa secara umum program BPJS 

Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam 

Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar 

para pihak.  

Keterlambatan pembayaran  Iuran untuk Pekerja Penerima 

Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) 

per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 

3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total 

iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan 
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pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan 

Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 

bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 

(enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 

tertunggak. 

Persoalan BPJS Kesehatan dalam pandangan MUI telah 

menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat 

perhatian yang cukup besar dari ulama MUI. Dalam kajian forumnya, 

MUI telah menetapkan hukum BPJS Kesehatan, berikut adalah hasil 

keputusan MUI tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan:
62

 

- Masalah  

Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi 

prinsip syariah? 

- Jawaban 

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama 

yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan 

prinsip syariah, karena mengandung unsur garar, maisir, dan 

riba. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, 

menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial 

berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima. 

- Dasar pengambilan keputusan 
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 Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-

2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib. 
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a. Al-Qur’an 

Al-Baqarah [2]: 275-280 

               

                 

                         

                   

                   

                   

                 

               

               

               

                   

                 
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                 

              

                 

     

 

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan 

sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang 

yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa[178]. 

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 

mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. 



 
61 

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya 

akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 

kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. 

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba 

nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 

orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran 

suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 

emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 

dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat 

ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 

jahiliyah. 

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak 

tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. 

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun 

ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

[177] Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah 

memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan 

yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah 

memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan 

sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. 

[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan 

Riba dan tetap melakukannya. 
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Al-Imran [3]: 130 

                          

          

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 

An-Nisaa’ [4]: 36-39 

                   

                 

                

                    

             

              

               

                   

                 
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                      

                   

             

 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu 

sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan 

menyuruh orang lain berbuat kikir, dan 

Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-

Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk 

orang-orang kafir  siksa yang menghinakan. Dan (juga) 

orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka 

karena riya  kepada manusia, dan orang-orang yang 

tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. 

Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi 

temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-

buruknya. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau 

mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan 

menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan 

Allah kepada mereka ? dan adalah Allah Maha 

mengetahui Keadaan mereka. 
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At-Taubah [9]: 71 

   َ   َ  َ َ ََ َ

   َ   ََ  َ  َ  َ  َ

  َ ََ  ََ  َ   َََََ

 ََََََ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 

dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh 

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

 

Al-Maidah [5]: 2 

                            

                        

                        

                      

                        

        

َ
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia 

dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 

 

b. Hadits 

Di antara nash yang menunjukkan jaminan sosial 

adalah terdapat dalam  hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari dan Muslim, Nabi Saw bersabda: 

رشَٜاٌّإ١ََِٕٓفَٟرشاَدَُّٙٚرٛادَُ٘ٚرؼبؽفَُٙوّثًَاٌجغذَ,َئراَاشزىَٝ

 ػؼٛاَرذاػَٝعبَئشَجغذَٖثبٌغٙشَٚاٌذّٝ

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam 

saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. 

Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh 

tidak bisa tidur dan demam." 

 ل٠َإَِٓأدذوَُدز٠َٝذتَلأخ١َِٗب٠َذتٌَٕفغٗ
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"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian 

sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai 

dirinya sendiri."  

ََِٓوبَِْؼَٗفؼًَظٙشَف١ٍؼذَثَٗػٍََِٝٓلَظٙشٌََٗ,ََِٚٓوبٌََْٗفؼً

 َِٓصادَف١ٍؼذَثَٗػٍََِٝٓلَصادٌَٗ

"Barang siapa mempunyai kelebihan kendaraan yakni 

lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah 

bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang 

tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa 

mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah 

bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal 

makanan apa-apa." 

ػَٓػجذَاللهَ,َلبيَ:ٌَؼَٓسعٛيَاللهَطٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُاوًَاٌشثبَِٚإوٍَٗ,َلبيَ:َ

 لٍذَ:َٚوبرجَٗٚشب٘ذ٠َٗ,َلبيَ:َئّٔبَٔذذَسَثّبَعّؼٕب.َ)سٚاَِٖغٍُ(

Dari Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) dan memberikan 

riba." Rawi berkata: Saya bertanya, "(Apakah 

Rasulullah saw melaknat juga) orang yang menuliskan 

dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) 

menjawab, "Kami hanya menceritakan apa yang kami 

dengar." (HR Muslim)  

ػَٓجبثشَ,َلبيَ:ٌَؼَٓسعٛيَاللهَطٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُاوًَاٌشثبَِٚإوٍَٗ

 ٚوبرجَٗٚشب٘ذ٠ََٗٚلبيَ:ََُ٘عٛاء.َ)سٚاَِٖغٍُ(

Dari Jabir ra , ia berkata, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 

menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia 

berkata, "Mereka berstatus hukum sama." (HR Muslim) 
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ػَٓأثَٟ٘ش٠شحَ,َلبيَ:َلبيَسعٛيَاللهَطٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُلبيَ:٠َأرَٟػٍَٝ

 إٌبطَصِب٠َْأوٍَْٛاٌشثبَ,َف٠ٌََُّٓأوٍَٗأطبثََِٗٓغجبسَٖ.َ)سٚاَٖإٌغبئٟ(

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah saw 

bersabda, 'Akan datang kepada umat manusia suatu 

masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang 

siapa tidak memakan (mengambil) nya, ia akan terkena 

debunya.'" (HR an-Nasa'i) 

َٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُ:َاٌشثبَعجؼَْٛدٛثبَػَٓأثَٟ٘ش٠شحَ,َلبيَ:َلبيَسعٛيَاللهَطٍ

 أ٠غش٘بَأ٠َْٕىخَاٌشجًَأَِٗ.َ)سٚاَٖاثَِٓبجٗ(

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 

'Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling 

ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina 

dengan ibunya" (HR Ibnu Majah) 

ػَٓػجذَاللهَ,َػَٓإٌجَٟطٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُلبيَ:َاٌشثبَثلاثخََٚعجؼَْٛثبةَ

 .َ)سٚاَٖاثَِٓبجٗ(

Dari Abdullah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Riba 

mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR 

Ibnu Majah) 

طٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٌٍَُؼَٓاوًَاٌشثبََػَٓػجذَاللهَثَِٓغؼٛدَ,َأَْسعٛيَالله

 ِٚإوٍَٗٚشب٘ذ٠ََٗٚوبرجٗ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 

dua orang yang menyaksikan, dan orang yang 

menuliskannya." (HR Ibnu Majah) 
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لبيَسعٛيَاللهَطٍَٝاللهَػ١ٍَٗٚعٍَُ:١ٌَأر١َٓػَٓأثَٟ٘ش٠شحَ,َلبيَ:َ

ػٍَٝإٌبطَصِبَْل٠َجكََُِٕٙأدذَئلَاوًَاٌشثبَف٠ٌََُّٓأوًَأطبثََِٗٓ

 غجبسٖ

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw 

bersabda, 'Sungguh akan datang kepada umat manusia 

suatu masa di mana tak ada seorangpun di antara 

mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa 

tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena 

debunya.'" (HR Ibnu Majah) 

c. Pendapat para ulama: 

1) Ijmak ulama: 

Adapun dalil Ijma’ adalah sesungguhnya kaum 

muslimin disetiap tempat dan waktu telah bersepakat 

untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan 

mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang 

lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu 

orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin 

ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin 

Khathab ra, dan terdapat dalam sejarah pada zaman 

Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang 

miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) kesulitan 

menemukan mustahik (orang yang berhak menerima 

zakat). 

2) Dalil aqli: 

Adapun dalil aqli untuk sistem Jaminan Sosial 

adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang 
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berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya 

saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya 

merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar 

(mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal 

tersebut membentuk masyarakat yang kokoh. kuat, dan 

tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang 

terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu 

umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan 

hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana 

kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak 

terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan 

tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus 

pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada 

akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.
63
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 Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-

2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib. 
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBAT NAHDLATUL 

ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 

HUKUM BPJS KESEHATAN 

 

A. Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia 

Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan 

Adapun Fatwa Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum 

BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal 

dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi 

BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul 

Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan 

bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai 

dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun.
64

Ini  sejalan 

dengan semangat dan tujuan At-Ta’min At-Ta’awuny (Jaminan 

Gotong Royong), yaitu kesepakatan beberapa orang atas 

kesanggupan masing-masing pada persekutuan tertentu guna 

mengganti kerugian yang mungkin menimpa salah seorang dari 

mereka pada saat benar-benar terjadi bahaya (musibah). 

Forum Bahtsul Masail pra muktamar ke-33 NU yang di 

selenggarakan PBNU di pesantren krapyak Yogyakarta pada 8 Maret 

2015 lalu, sepakat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasionl 

(JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan 
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Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke ll, (Jakarta: 

Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 115. 
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bahwa konsep JKN yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah 

menurut syariat islam. 

Forum yang diikuti para kiai dari pelbagai daerah di 

Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariat 

islam. Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan 

sebagai akad ta’awun.Ketika disodorkan pertanyaan apakah 

mengandung riba, mereka menjawab bahwa akad BPJS tidak 

mengandung riba. 

Ketua LBM PWNU Yogyakarta KH Ahmd Muzammil 

kepada NU Online pada kamis (30/7) pagi mengatakan bahwa dulu 

jaminan itu hukumnya fardhu kifayah, tetapi sekarang fardhu ain bagi 

orang mampu untuk membayar iuran jaminan bagi mereka yang 

lemah ketika diwajibkan pemerintah. 

Konsep ta’awun yang diberlakukan BPJS, menurut 

Muzammil, masuk dalam bab jihad seperti disebutkan Fathul Mu‟in 

yakni daf’u dhararin ma’shumin. Sehingga disini pemerintah 

diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu 

mereka yang lemah. “kalau bicara halal-haram, BPJS sudah jelas 

halal. Tetapi harus dilihat apakah BPJS ini mengandung 

mashlahahatau mafsadat? Kita tinggal memperbaiki saja mana 

kurangnya, “ sambil menunjuk kekurangan BPJS pada layanan 

kesehatan WNI diluar negeri.
65
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http://www.nu.or.id/post/red/684/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-

syariat-islam diakses pada tanggal 10Juli 08 pukul 13.5. wib 

http://www.nu.or.id/post/red/684/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam
http://www.nu.or.id/post/red/684/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam
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Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam 

menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok  

Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 Juni 2015 

telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah belum  sesuai 

dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maysir dan 

riba.
66

Alasan kenapa MUI mengatakan BPJS Kesehatan mengndung 

unsur gharar, maysir dan riba. 

Menurut Ma‟ruf Amin selaku ketua bidang fatwa MUI 

mengatakan masalah akad menjadi masalah penting didalam syariah 

termasuk didalam masalah ekonomi syariah. Dan kedua, status uang 

yang dikumpulkan oleh masyarakat atau nasabah statusnya apa punya 

siapa dan nanti mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum sendiri. 

Yang ketiga adalah yang menyangkut investasinya dana masyarakat 

itu diinvestasikan dimana kalau dia diinvestasikan di bank-bank non 

syariah atau di bank-bank konvensional maka dinyatakan 

investasinya tidak sesuai syariah. Jadi, BPJS itu kalau dilihat baik 

dari segi prosedural maupun dari segi substansial tidak sesuai dengan 

syariah.
67

 

Wakil ketua DSN-MUI Jaih Mubarok juga mengatakan yang 

pertama, kita harus tegaskan adalah bahwa DSN-MUI termasuk MUI 

                                                           
66

Mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Hasil-Ijtima-Ulama-V-Tahun-

2015.pdf diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 23.37 wib. 
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Ma‟ruf Amin selaku ketua bidang fatwa MUI di dalam wawancaranya 

siaran Kompas TV pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 4.58 wib. Lihat 

https://youtu.be/LRwneyYyTGQ 
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sangat mendukung dibentuknya BPJS karena itu bisa membantu 

untuk masyarakat banyak.Kita sangat mengapresiasi itu sebab dengan 

adanya BPJS ini kemudian masyarakat yang awalnya tidak punya 

cover ketika dia sakit misalnya itu di cover oleh BPJS. Tujuan itu 

dari segi syariah sangat bagus dan baik, tetapi apakah tujuan yang 

baik itu dan tujuan yang benar itu boleh tidak dilakukan dengan cara 

yang salah kan tidak boleh. Oleh karena itu kita mengharapkan tujuan 

yang mulia ini yang sangat baik ini mestinya juga dilakukan dengan 

cara yang baik dan benar. Dan di sisi syariah cara yang baik dan 

benar itu adalah cara yang sesuai syariah. Nah, sekarang seperti apa 

dalam ilmu muamalah itu yang dipelajari  bukan yang positifnya saja 

tetapi ada yang negatifnya artinya setiap ilmu muamalah itu terutama 

transaksi ada 4 hal inti yang harus dihindari yang pertama adalah 

terhindar dari gharar yang kedua terhindar dari maisir yang ketiga 

terhindar dari bunga yang ke empat terhindar dari dharar dan apabila 

ada salah satu ini maka transaksi itu tidak akan sesuai syariah. Dan 

sekarang kaitannya dengan BPJS kenapa MUI menyatakan tidak 

sesuai syariah antara lain adalah yang melekat pada BPJS menurut 

ilmu syariah itu gharar kenapa karena berdasarkan undang-undang 

BPJS masyarakat wajib ikut serta menjadi peserta BPJS kemudian 

wajib membayar premi dalam tanda kutip meng-iur setiap bulannya 

kepada BPJS ketika masyarakat membayar kemudian BPJS 

menerima dana itu dan akadnya itu apa kedudukan uang itu milik 

siapa. Saya kira melihat selama ini mudaratnya belum bisa dibuktikan 
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tapi yang bisa dibuktikan itu setidak-tidaknya pertanyaan begini yang 

pertama dari segi akad tidak jelas kemudian membuat kepemilikan 

uang itu juga tidak jelas milik siapa itu harus dipastikan secara 

syariah dan ketika dana itu terkumpul misalnya disimpannya dimana 

kalau di simpannya di bank konvensional dalam bentuk diposito, giro 

atau tabungan yang ada bunganya berarti riba dan dua-duanya ini  

tidak boleh di dalam syariat islam.
68

 

Pada tanggal 4 Agustus 2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS 

Kesehatan direvisi agar sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga 

hasil kesepakatan disebutkan, program BPJS akan disempurnakan 

agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-

unsur gharar, maisir, dan riba inilah yang menyebabkan program 

BPJS disebut tidak sesuai syariah.
69

 

Menurut penulis lebih condong pendapat NU karena 

indonesia bangsa yang majemuk tidak membedakan ras, suku, agama 

jadi tolong menolong tidak melihat orang itu muslim atau non 

muslim dimanapun tempat kalau kita mampu menolong harus 

ditolong. BPJS didalamnya tidak hanya orang islam tetapi ada non 

muslim jadi seharusnya kita saling menghargai perbedaan itu. 
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B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat dan Dasar Hukum 

Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Dalam 

Menghukumi BPJS Kesehatan 

a. Metode Istinbat Putusan Nahdlatul Ulama (NU) tentang 

BPJS Kesehatan 

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah 

hukum di LajnahBahtsulMasailyaitu: 

1. Qauly yang berarti pendapat, yaitu sebuah cara penetapan 

hukum dengan cara merujuk pada kutub mu’tabarah dari 

para Imam Madzhab. 

2. Ilhaqi yang berarti analogi, apabila metode qauly tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari 

kitab mu’tabar, maka yang dilakukan adalah ilhaqi yakni 

menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum 

dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya). 

Berbeda dengan qiyas yang menyamakan hukum sesuatu 

yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang 

sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan al-Qur‟an dan 

Sunnah. Ilhaqi didefinisikan proses analogi hukum sesuatu 

yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada 

kepastian hukumnya berdasarkan pendapat para Imam 

Madzhab. 

3. Manhaji yang berarti metodologis, adalah menetapkan 

hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah 
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kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode manhaji adalah 

suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh 

dalam Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan 

kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam 

Madzhab.  

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang 

ditempuh lembaga Bahtsul Masail sebagian besar adalah 

langsung merujuk pada kitab-kitab mu’tabarah dari kalangan 

empat Madzab, terutama Imam Syafi‟i. Rifyal Ka‟bah 

menjelaskan bahwa hal inikarena Nahdlatul Ulama gigih 

dalam mempertahankan tradisionalisme Islam dan 

memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian 

Islam yang berupa peninggalan pemikiran salaf.
70

 

Ketiga prosedur itulah yang menjadi faktor 

bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan 

kitab-kitab kuning. Seperti terkait BPJS Kesehatan NU lebih 

banyak merujuk kepada kitab kuning seperti Tafsir al-

Baghawi, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Tuhfah al-Muhtaj 

fi Syarh al-Minhaj, Fath al-Mu‟in, Bughyah al-Mustarsyidin, 

Qurrah al-„Ain, Al-Furuq, Al-„Inayah Syarh al-Hidayah, 

Raudlah al-Thalibin, Syarh Ma‟aniy al-Atsar li al-Thahawiy, 

Tahrir al-Kalam fi Masail al-Iltizam, yang mana kitab-kitab 
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Ahmad Muhtadi Anshor, Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak 

Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta: Teras, 2012),hlm. 80-82. 



 

77 

 

tersebut berisi tentang tolong menolong sejalan dengan fatwa 

NU tentang BPJS Kesehatan yang sifatnya ta’awun (tolong 

menolong). Kitab Madzab menjadi urutan terbanyak sebagai 

referensi dalam penentuan suatu hukum.Bahkan al-Qur‟an 

hanya satu sebagai rujukan pengambilan BPJS Kesehatan 

yaitu Qs. al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. NU 

memandang Madzab Syafi‟i lebihdiunggulkan dari pada 

Madzab lainnya. Kefanatikan NU kepada salah satu Madzab 

ini sebagai bentuk adaptasi terhahadap masyarakat muslim di 

Indonesia yang mayoritasnya adalah bermadzab Syafi‟i dan 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat. 

b. Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 

BPJS Kesehatan 

Pada dasarnya metode istinbat hukum MUI didasarkan 

pada 5 sumber hukum:
71

 

a. al-Qur‟an  

Dalam menetapkan suatu permasalahan hukum 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil dasar hukum 

utama melalui Kitabullah yaitu al-Qur‟an. Al-Qur‟an 

merupakan nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada 

Nabi Muhammad saw.
72
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Nasrun Haroen, Ushul Fiqh1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 

hlm. 20.   
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b. Sunnah (hadits)  

Penetapan suatu permasalahan hukum selain 

mengambil dasar dari kitabullah juga mengacu pada Sunnah 

Rasul. Sunnah menurut para ahli Fiqh adalah segala yang 

diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. Baik berupa 

perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau sifatnya sebagai 

manusia biasa serta akhlaknya baik sebelum maupun setelah 

diangkat menjadi Rasul.
73

 

c. Ijma‟ 

Secara etimologi, ijma‟ berarti kesepakatan atau 

konsensus, sedangkan pengertian secara etimologi ijma‟ 

adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.
74

Dalam 

menetapkan suatu hukum MUI jika hukum yang dikaji secara 

rinci tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah, maka 

dilakukan ijma‟. 

b. Qiyas 

Qiyas  adalah metode untuk menetapkan hukum-

hukum syara’ atas perisiwa-peristiwa hukum yang tidak ada 

nash al-Qur‟an maupun Haditsnya, dengan cara meng-qiyas-

kannya kepada hukum-hukum syara’ yang ada nash-nya. 
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Nasrun Haroen, Ushul Fiqh,1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 

hlm. 38. 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 

hlm. 53. 
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Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan 

illat (alasan) dari pensyariatkan suatu hukum.
75

 

d. Serta dalil-dalil yang Mu’tabar 

a) Istihsan 

Istihsan secara etimologi adalah sesuatu sebagai 

baik.
76

Menurut Imam al-Bazdawi dalam kasus-kasus 

tertentu metode qiyas sulit untuk diterapkan karena illat 

yang ada pada qiyas lemah. Oleh sebab itu, perlu 

dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum 

yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada 

kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-

tujuan syara’.
77

 

b) Mashlahah Mursalah 

Secara etimologi maslahah adalah manfaat, baik 

dari segi lafal maupun makna.Menurut Imam Ghazali 

mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah 

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam 

rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ 

yang harus dipelihara tersebut ada 5 yaitu :
78
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1) Memelihara agama 

2) Memelihara jiwa 

3) Memelihara akal 

4) Memelihara keturunan dan harta.  

c) Sad adz-dzariah 

Menurut Ibnu al-qayyim al-Jauziyyah, seperti 

yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sad adz-dzariah 

adalah “apa saja yang menjadi perantara dan jalan 

menuju kesesuatu”.Yang dimaksud sesuatu itu bisa 

sesuatu yang bernilai maslahat dan yang bernilai 

mafsadat.Maka perantara atau jalan yang menuju kepada 

keburukan harus ditutup, inilah yang disebut “sad adz-

dzariah”.
79

 

Sad adz-dzariah adalah metode ijtihad untuk 

menetapkan hukum syara‟ dengan cara mengukur akibat 

atau dampak dari perbuatan itu sendiri yang mungkin 

dibolehkan. Tetapi dampak dibelakangnya itu mafsadat, 

maka menjadi dilarang atau harus dicegah atau 

ditutup.Itulah yang menjadi inti dari dalil sad adz-

dzariah.
80
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Jadi, dasar yang diambil MUI yang pertama 

yaitu al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 275-280 dan al-

Imran ayat 130 tentang pengharaman riba ini sejalan 

dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa BPJS 

Kesehatan mengandung unsur riba, dasar kedua MUI 

yaitu hadits untuk memperjelas dari dasar yang pertama 

yaitu al-Qur‟an sebagaimana juga hadits tentang riba 

yaitu “dari Jabir ra.iaberkata: Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) riba,memberikan, 

menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya, ia 

berkata: mereka berstatus hukum sama” ini sejalan juga 

dengan dengan fatwa MUI yang mengatakan BPJS 

Kesehatan mengandung unsur riba. Jadi, MUI lebih 

ikhtiyat (hati-hati) dan tegas dalam berfatwa termasuk 

dalam memutuskan hukum ekonomi syariah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

menetapkan fatwa. Adapun jika dasarhukum tidak 

terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yangpaling 

penting adalah dalam penggalian hukum tersebut 

tidakbertentangan dengan ijma‟, qiyas dan mu‟tabar dan 
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dalil-dalilhukum yang lain seperti istihsan, maslahah 

mursalah dan sadd az-zari‟ah.
81

 

c. Dasar Hukum Putusan Nahdlatul Ulama tentang BPJS 

Kesehatan 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an dalam bahasa Arab merupakan masdar 

dari kata qara’a yang berarti bacaan, selanjutnya, al-Qur‟an 

secara terminologi adalah firman Allah yang diturunkan 

melalui Malaikat Jibril kepada lubuk hati Nabi Muhammad 

Saw. Dengan lafal bahasa Arab yang diawali surat al-fatihah 

dan diakhiri surat an-nas yang termasuk ibadah bagi 

pembacanya, yang dijadikan hujjah kerasulannya, dan 

dijadikan sebagai undang-undang dan petunjuk 

kehidupan.
82

Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam pertama 

dan utama.
83

 

Sumber utama putusan Nahdlatul Ulama tentang 

BPJS Kesehatan yang pertama diambil dari al-Qur‟an 

suratal-Maidah [5]: ayat 2 yang berbunyi: 
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ا ػٍََٝ الِإثُ ٚاٌؼذ ٚاْ ْٛ ُٔ َٚ لاَ رؼََب  َٚ اٌزمْٜٛ  َٚ ٌْجشِ  ا ػٍََٝ ا ْٛ ُٔ َٚ رؼَبَ َٚ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”.(Al-Maidah [5]: 2 ) 

Ayat al-Maidah ayat 2 ini memuat perintah tolong 

menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis BPJS 

Kesehatan ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota 

(nasabah) perusahaan BPJS Kesehatan untuk menyisihkan 

dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’).ini 

sejalan dengan fatwaNU bahwa BPJS Kesehatan 

diperbolehkan karena masuk dalam akad ta’awun. 

2. Hadits 

Hadits atau as-sunnah secara harfiah berarti cara, 

adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku 

Nabi Saw yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah 

ulama ushul adalah: “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi 

Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, 

maupun pengakuan dan sifat Nabi”.
84

 

Sumber yang kedua putusan Nahdlatul Ulama 

tentang BPJS adalah diambil dari hadits yang berbunyi: 

ػٓ أثٟ ِٛط سػٟ الله ػٕٗ لبي: لب ي سعٛ ي الله طٍٝ ا لله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ:)) 

 اٌّإِٓ ٌٍّإِٓ وبٌج١ٕبْ ٠شذ ثؼؼٗ ثؼؼب(( ِزفك ػ١ٍٗ
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 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit 

Erlangga, 2012), hlm. 19. 



 

84 

 

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin 

terhadap mukmin yang lain adalah seperti 

sebuah bangunan dimana sebagiannya 

menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq 

alaih).
85

 

ػٓ إٌؼّبْ ثٓ ثش١ش سػٟ الله ػّٕٙب , لبي :  لبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ 

ِثً اٌّإ١ِٕٓ فٟ رٛادُ٘ ٚرشادُّٙ ٚرؼبؽفُٙ , ِثً اٌجغذ ئر ٚعٍُ : )) 

ٌٗ عبئش اٌجغذ ثب ٌغٙش ٚاٌذّٝ(( ِزفك ػ١ٍٗ اشزىٝ ِٕٗ ػؼٛ رذاػٝ  

Diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir ra. 

berkata: Rasululah SAW bersabda: 

perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal 

berkasih sayang dan saling cinta-mencintai 

adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah 

satu anggotanya mengadu kesakitan, maka 

seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa 

sakit” (Muttafaq alaih).
86 

ػٓ إٌؼّبْ ثٓ ثش١ش , لبي : لبي سعٛي الله طً الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )) اٌّإ 

ٚادذ ئْ اشزىٝ سأعٗ, رذاػٝ عبئش اٌجغذ ثبٌذّٝ ٚاٌغٙش(( ِْٕٛ وشجً 

 أخشجٗ ِغٍُ

dari Nu’man bin Basyir berkata: Nabi 

Muhammad SAW bersabda: Orang-orang 

beriman ibarat satu orang, jika bagian kepala 
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mengaduh, seluruh badan akan menderita 

demam dan tidak bisa tidur. (HR.Muslim). 

ٚػٓ أثٟ ِٛط سػٟ الله ػٕٗ , لبي : لبي سعٛي الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )) ئْ ئلا 

شؼش٠ٓ ئرا أسٍِٛا فٟ اٌغضٚ , أٚ لً ؽؼبَ ػ١بٌُٙ ثبٌّذ٠ٕخ , جّؼٛا ِبوبْ 

ػٕذُ٘ فٟ ثٛة ٚادذ , ثُ الزغّٖٛ ث١ُٕٙ فٟ ئٔبء ٚادذ ثبٌغ٠ٛخ فُٙ ِٕٟ ٚأٔب 

 ُِٕٙ (( ِزفك ػ١ٍٗ

Dari Abu Musa ra, ia berkata: “Rasulullah SAW 

bersabda: sesungguhnya orang-orang Asy’ariy, 

apabila persediaan peperangan mereka hampir 

habis atau makanan bagi keluarga mereka di 

Madinah tinggal sedikit, maka mereka 

mengumpulkan sisa-sisa yang ada dalam satu 

kain kemudian mereka membagi-baginya sama 

rata pada satu bejana. Mereka itu termasuk 

golonganku dan aku termasuk golongan mereka, 

(Muttafaq alaih). 

3. Tafsir al-Baghawi 

) ٚرؼبٚٔٛا ( أٞ :  ١ٌؼ١ٓ ثؼؼىُ ثؼؼب , ) ػٍٝ اٌجش ٚاٌزمٜٛ ( ل١ً : اٌجش 

ٌٕٟٙ , ٚل١ً : اٌجش : الإعلا َ , ٚاٌزمٜٛ : ِزب ثؼخ الأِش , ٚاٌزمٜٛ ِجبٔجخ ا

اٌغٕخ , )ٚلا رؼب ٚٔٛا ػٍٝ الإثُ ٚاٌؼذٚاْ ( ل١ً : الإثُ : اٌىفش , ٚاٌؼذ ٚاْ : 

 اٌظٍُ , ٚل١ً : الإثُ : اٌّؼظ١خ , ٚاٌؼذٚاْ : اٌجذػخ .

(dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu 

sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata 

kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan 

takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam 

dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran) kata 

berbuat dosa: kafir, pelanggaran: dzolim, 

berbuat dosa: maksiat, pelanggaran: bid’ah. 
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4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh  

أِب اٌزأ١ِٓ اٌزؼب ٟٚٔ : فٙٛ أْ ٠زفك ػذح أشخبص ػٍٝ أْ ٠ذفغ وً ُِٕٙ 

اشزشاوب ِؼ١ٕب , ٌزؼ٠ٛغ الأػشاس اٌزٟ لذ رظ١ت أدذُ٘ ئرا رذمك خطش 

 ِؼ١ٓ . ٚ٘ٛ ل١ًٍ اٌزطج١ك فٟ اٌذ١بح اٌؼ١ٍّخ .

Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang 

di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan 

kepada salah satu rekan guna membantu 

kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-

hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya 

sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam 

ini dalam kehidupan kerja. 

اٌفمٗ الإعلاِٟ ِٓ اٌزأ١ِٓ : لاشه وّب رج١ٓ عبثمب فٟ جٛاص اٌزأ١ِٓ  ِٛلف

اٌزؼبٟٚٔ فٟ ِٕظبس اٌفمٙبء اٌّغ١ٍّٓ اٌّؼبطش٠ٓ : لأٔٗ ٠ذخً فٟ ػمٛد اٌزجشػبد 

, ِٚٓ لج١ً اٌزؼبْٚ اٌّطٍٛة ششػب ػٍٝ اٌجش ٚاٌخ١ش : لأْ وً ِشزشن ٠ذفغ 

ػشاس اٌزٟ رظ١ت أدذ اشزشاوٗ ثط١ت ٔفظ , ٌزخف١ف اثبس اٌّخبؽش ٚرش١ُِ الأ

اٌّشزشو١ٓ , أ٠ب وبْ ٔٛع اٌؼشس ,عٛاء فٟ اٌزأ١ِٓ ػٍٝ اٌذ١بح , أٚ اٌذٛادس 

اٌجغذ٠خ , أٚ ػٍٝ الأش١بء ثغجت اٌذش٠ك أٚ اٌغشلخ أٚ ِٛد اٌذ١ٛاْ , أٚػذ 

اٌّغإ١ٌٚخ ِٓ دٛادس اٌغ١ش , أٚ دٛادس اٌؼًّ , ٚلأٔٗ لا٠غزٙذف رذم١ك الأسثبح 

شوبد اٌزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ فٟ اٌغٛداْ ٚغ١شٖ , ٚٔجذذ . ٚػٍٝ ٘زا الأعبط ٔشأد ش

 فٟ ِٙبِٙب ٚأػّبٌٙب , ثبٌشغُ ِٓ ٚطف اٌمب١١ٔٛٔٓ ٌٙب ثأٔٙب ثذائ١خ .

Penjelasan kitab Al-fiqh al-Islamiy mengenai 

asuransi ialah tidak ditemukannya keraguan 

hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya 

tentang di perbolehkannya praktek asuransi 

semacam ini dalam pandangan ulama-ulama 

fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut 

merupakan akad-akad tabarru’(murni ibadah 
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karena Allah SWT) dan juga merupakan bentuk 

sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang di 

anjurkan oleh syariat Islam, dikarenakan dalam 

kelompok tersebut setiap anggota (asuransi) 

memberikan bantuan kepada rekannya dengan 

suka rela bertujuan meringankan dampak atas 

bencana yang menimpanya dan membantu 

menghilangkan kesulitan yang sedang dialami 

salah satu rekannya dalam kelompok tersebut 

apapun kesulitannya, baik menyangkut 

kelangsungan hidup (asuransi jiwa, kecelakaan 

anggota tubuh, atau sesuatu yang di sebabkan 

oleh kebakaran , pencurian , matinya binatang-

binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-hal 

lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelekaan 

lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi 

tolong-menolong juga tidak melirik pada adanya 

keuntungan yang didapatkanoleh pemegang 

saham, atas asas-asas inilah maka perserikatan 

asuransi tolong-menolong mulai berkembang 

pesat di negara Sudan dan negara-negara lain 

dan mencapai tujuan maksimal yang dihasilkan 

dari kepentingan-kepentingan para asurador 

dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi 

peraturan perundang-undangan asuransi at-

ta’awuni itu sendiri.  

اٌزأ١ِٓ ثمغؾ ثبثذ : فٙٛ أْ ٠ٍزضَ اٌّإِٓ ٌٗ ثذفغ لغؾ ِذذد ئٌٝ  ٚأِب

اٌّإِٓ : ٚ٘ٛ ششوخ اٌزأ١ِٓ اٌّىٛٔخ أفشاد اٌّغب١ّ٘ٓ , ٠زؼٙذ ) أٞ اٌّإِٓ 

( ثّمزؼبٖ دفغ أداء ِؼ١ٓ ػٕذ رذمك خطش ِؼ١ٓ . ٚ٘ٛ إٌٛع اٌغبئذ الاْ . 

ٚسثزٗ ,  ٠ٚذفغ اٌؼٛع ئِب ئٌٝ ِغزف١ذ ِؼ١ٓ أٚ ئٌٝ شخض اٌّإِٓ أٚ ئٌٝ

 فٙٛ ػمذ ِؼبٚػخ ٍِضَ ٌٍطشف١ٓ .
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Asuransi bagian tetap (asuransi tijari) adalah 

adalah asuransi yang keberadaannya dikuasai 

oleh pemegang saham atas ketersediaan 

asuransi meyerahkan cicilan pembaharuan 

kepada mereka (para pemegang saham), dan 

mereka berjanji untuk menyerahkannya kepada 

orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang 

dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan 

ketentuan yang mereka buat ini adalah asuransi 

yang sedang banyak berlaku sekarang atau 

menyerahkannya kepada yang membutuhkan 

atau kepada pemilik saham sendiri atau kepada 

ahli waris mereka. Asuransi semacam ini 

merupakan akad mu’awadhoh yang menetapi 

dua sisi. 

ٚاٌفشق ث١ٓ إٌٛػ١ٓ : أْ اٌزٞ ٠زٌٛٝ اٌزأ١ِٓ اٌزؼبٟٚٔ ١ٌظ ١٘ئخ ِغزمٍخ ػٓ 

ٚئّٔب ٠غؼْٛ ئٌٝ رذف١ف اٌّإِٓ ٌُٙ , ٚلا ٠غؼٝ أػظبؤٖ ئٌٝ رذم١ك سىخ , 

اٌخغبئش اٌزٟ رٍذك ثؼغ الأػؼبء . أِب اٌزأ١ِٓ ثمغؾ ثبثذ ف١زٛلاٖ اٌّإِٓ 

) أٞ اٌششوخ اٌّغبّ٘خ ( اٌزٞ ٠ٙذف ئٌٝ رذم١ك سىخ , ػٍٝ دغبة 

اٌّشزشو١ٓ اٌّإِٓ ٌُٙ . ٚوْٛ اٌّإِٓ ٌٗ لذ لا٠أخز ش١ئب فٟ ثؼغ الأد١بْ 

ِٓ ؽج١ؼخ اٌؼمذ الادزّبٌٟ ألا لا٠خشج اٌزأ١ِٓ ِٓ ػمٛد اٌّؼبٚػبد , لأْ 

 ٠ذظً ف١ٗ أدذ اٌؼبلذ٠ٓ ػٍٝ اٌؼٛع أد١بٔب .

Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi 

ini ialah, kalau asuransi at-ta’awuni kendalinya 

di pegang oleh semua anggota (asuransi) bukan 

anggota lain dan para anggotanyapun tidak 

berusaha mendapatkan keuntungan mereka 

hanya berniat membantu meringankan kerugian 

yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan 

asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang 

saham yang lebih memprioritaskan pendapatan 
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keuntungan dari banyaknya asuransi yang ikut 

bekerja sama, sedangkan keberadaan para 

asuransi sendiri yang tidak mengambil suatu 

bagianpun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut 

tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad 

mu’awadhoh, karena tabiat akad yang 

mengandung jaminan pastinya menetapkan 

adanya ganti rugi/ imbalan yang di dapatkan 

oleh salah satu dari mereka. 

Berdasarkan dalil-dalil diatas NU dalam rujukan al-

Qur‟an memutuskan bahwa BPJS Kesehatan adalah sesuai 

syariah karena masuk akadta’awun yang merupakan konsep 

tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hal ini bisa 

terlihat pada pemberian danatabarru’ secara sukarela yang 

ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang 

mengalami musibah, artinya sistem BPJS adalah 

menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan 

kerjasama antar penanggung. Hasil keputusan diatas 

merupakan hasil keputusan nomor II dari ketujuh Hasil 

Keputusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah NU 

di wilayah Jombang Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 

2015. 

Dalam dasar rujukan bagian hadits dijelaskan 

bahwasesama muslim harus saling menyayangi, diibaratkan 

hubunganantara anggota badan, yang mana satu sama lain 

salingmembutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan, 

jika salahsatu anggota badan tersebut sakit, anggota badan 
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lainnya ikutmerasakan sakit. Hal ini dalam konsep BPJS 

Kesehatan terlihatpada pemberian dana tabarru’ secara 

sukarela yang ditujukanuntuk menanggung resiko setiap 

peserta yang mengalami musibah. 

Dasar rujukan bagian aqwal ulama 

menjelaskantentang diperbolehkannya asuransi tolong 

menolong. Hal inidikarenakan asuransi merupakan akad 

tabarru’ dan sikap tolongmenolong diantara sesama dengan 

cara kerjasama salingmenanggung diantara sesama peserta. 

d. Dasar Hukum Putusan Majelis Ulama Indonesia tentang 

BPJS Kesehatan 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an dalam bahasa Arab merupakan masdar 

dari kata qara’a yang berarti bacaan, selanjutnya, Al-Qur‟an 

secara terminologi adalah firman Allah yang diturunkan 

melalui Malaikat Jibril kepada lubuk hati Nabi Muhammad 

Saw. Dengan lafal bahasa Arab yang diawali surat al-fatihah 

dan diakhiri surat an-nas yang termasuk ibadah bagi 

pembacanya, yang dijadikan hujjah kerasulannya, dan 

dijadikan sebagai undang-undang dan petunjuk 
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kehidupan.
87

Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam pertama 

dan utama.
88

 

Sumber utama putusan Majelis Ulama Indonesia 

tentang BPJS yang pertama diambil dari Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah [2]: ayat 275-280 yang berbunyi: 

                  

                          

                        

                             

                     

                    

                    

                  

                        
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                         

                  

                      

                           

275. Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli 

itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan 

sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang 

tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 

mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. 

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
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279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya 

akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 

kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. 

 

Al-Imran [3]: 130 

                     

              

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 

An-Nisaa‟ [4]: 36-39 

                    

                         

                   

                    
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                

                

                    

                      

                        

                        

          

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat 

baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu 

sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri, 

37. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang 

lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah 

yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami 

telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang 

menghinakan. 

38. Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-

harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-

orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari 

kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu 

menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang 

seburuk-buruknya. 
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39. Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau 

mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan 

menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah 

kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui 

Keadaan mereka. 

 

At-Taubah [9]: 71 

                    

                

                

                 

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 

perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong 

bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Al-Maidah [5]: 2 

                           

                       

                      
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                    

                        

              

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya. 

 

2. Hadits 

Di antara nash yang menunjukkan Jaminan Sosial 

adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Saw bersabda: 

رشٜ اٌّإ ١ِٕٓ فٟ رشا دُّٙ ٚرٛادُ٘ ٚرؼبؽفُٙ وّثً اٌجغذ , ئرا اشزىٝ 

 ػؼٛا رذاػٝ عب ئش جغذٖ ثبٌغٙش ٚاٌذّٝ
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"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam 

saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. 

Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh 

tidak bisa tidur dan demam." 

 لا ٠إِٓ أدذوُ دزٝ ٠ذت لأخ١ٗ ِب ٠ذت ٌٕفغٗ

"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian 

sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai 

dirinya sendiri."  

ِٓ وبْ ِؼٗ فؼً ظٙش ف١ٍؼذ ثٗ ػٍٝ ِٓ لا ظٙش ٌٗ , ِٚٓ وبْ ٌٗ فؼً 

 ِٓ صاد ف١ٍؼذ ثٗ ػٍٝ ِٓ لا صاد ٌٗ

"Barang siapa mempunyai kelebihan kendaraan yakni 

lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah 

bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang 

tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa 

mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah 

bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal 

makanan apa-apa." 

 

 طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ اوً اٌشثب ِٚإوٍٗ , لبي : ػٓ ػجذ الله , لبي : ٌؼٓ سعٛي الله

 لٍذ : ٚوبرجٗ ٚشب٘ذ٠ٗ , لبي : ئّٔب ٔذذ س ثّب عّؼٕب. )سٚاٖ ِغٍُ(

Dari Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) dan memberikan 

riba." Rawi berkata: Saya bertanya, "(Apakah 

Rasulullah saw melaknat juga) orang yang menuliskan 

dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) 

menjawab, "Kami hanya menceritakan apa yang kami 

dengar." (HR Muslim)  

 
ػٓ جبثش , لبي : ٌؼٓ سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ اوً اٌشثب ِٚإوٍٗ 

 ٚوبرجٗ ٚشب٘ذ ٠ٗ ٚلبي : ُ٘ عٛاء. )سٚاٖ ِغٍُ(

Dari Jabir ra , ia berkata, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 
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menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia 

berkata, "Mereka berstatus hukum sama." (HR Muslim) 

ٍُ لبي : ٠أرٟ ػٍٝ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح , لبي : لبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚع

 إٌبط صِبْ ٠أوٍْٛ اٌشثب , فّٓ ٌُ ٠أوٍٗ أطبثٗ ِٓ غجبسٖ . )سٚاٖ إٌغبئٟ(

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah saw 

bersabda, 'Akan datang kepada umat manusia suatu 

masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang 

siapa tidak memakan (mengambil) nya, ia akan terkena 

debunya.'" (HR an-Nasa'i) 

 

ػٓ أثٟ ٘ش٠شح , لبي : لبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ : اٌشثب عجؼْٛ دٛثب 

 أ٠غش٘ب أْ ٠ٕىخ اٌشجً أِٗ . )سٚاٖ اثٓ ِبجٗ(

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 

'Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling 

ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina 

dengan ibunya" (HR Ibnu Majah) 

 

ػٓ ػجذ الله , ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي : اٌشثب ثلاثخ ٚ عجؼْٛ ثبة 

 . )سٚاٖ اثٓ ِبجٗ(

Dari Abdullah, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Riba 

mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR 

Ibnu Majah) 

 

ػٓ ػجذ الله ثٓ ِغؼٛد , أْ سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌؼٓ اوً اٌشثب 

 ِٚإوٍٗ ٚشب٘ذ ٠ٗ ٚوبرجٗ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, "Rasulullah saw melaknat 

orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, 

dua orang yang menyaksikan, dan orang yang 

menuliskannya." (HR Ibnu Majah) 
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ػٓ أثٟ ٘ش٠شح , لبي : لبي سعٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ١ٌأر١ٓ ػٍٝ 

 إٌبط صِبْ لا ٠جك ُِٕٙ أدذ ئلا اوً اٌشثب فّٓ ٌُ ٠أوً أطبثٗ ِٓ غجبسٖ

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw 

bersabda, Sungguh akan datang kepada umat manusia 

suatu masa di mana tak ada seorangpun di antara 

mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa 

tidak memakan (mengambil)nya, ia akan terkena 

debunya.”(HR Ibnu Majah) 

 

3. Pendapat para ulama: 

1) Ijmak ulama: 

Adapun dalil Ijmak adalah sesungguhnya kaum 

muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat 

untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan 

mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang 

lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu 

orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin 

ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin 

Khathab ra, dan terdapat dalam sejarah pada zaman 

Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan lagi 

orang miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) 

kesulitan menemukan mustahik (orang yang berhak 

menerima zakat). 

2) Dalil aqli: 

Adapun dalil aqli untuk sistem jaminan sosial adalah 

telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang 

berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya 
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saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya 

merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar 

(mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal 

tersebut membentuk masyarakat yang kokoh. kuat, dan 

tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang 

terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu 

umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan 

hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana 

kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok initidak 

terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan 

tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus 

pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada 

akhirnya, runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.
89

 

Jadi, dasar yang diambil MUI yang pertama yaitu al-

Qur‟an surat al-Baqarah ayat 275-280 dan al-Imran ayat 130 

tentang pengharaman riba ini sejalan dengan fatwa MUI yang 

mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengandung unsur riba, 

dasar kedua MUI yaitu hadits untuk memperjelas dari dasar 

yang pertama yaitu al-Qur‟an sebagaimana juga hadits 

tentang riba yaitu “dari Jabir ra.ia berkata: Rasulullah saw 

melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, 

memberikan, menuliskan, dan dua orang yang 

menyaksikannya, ia berkata: mereka berstatus hukum sama” 

                                                           
89
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ini sejalan juga dengan dengan fatwa MUI yang mengatakan 

BPJS Kesehatan mengandung unsur riba. 

Berdasarkan dalil-dalil MUI tentang BPJS ijma‟ 

ulama sepakat bahwa kaum muslimin di setiap tempat dan 

waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, 

menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-

orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, 

membantu orang-orang yang teraniaya.  

Sistem jaminan sosial MUI sepakat berpedoman 

pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin 

satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, 

persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang 

lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh. 

kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang 

terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat 

Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup 

seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, 

dan pengobatan. 

4. Kaidah Fiqiyyah 

ظٍْذََ الْا  فُ ش  ظَ رَ  َّ ؽٌ ثبٌِْ ْٛ ُٕ َِ ػ١ِخَِ  َِ ػٍََٝ اٌشَّ ذِ ِبَ - 

“kebijaksanaan seorang kepada Negara  (imam) terhadap 

rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya” 

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin 

harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan 
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mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan 

keluarganya atau kelompoknya.
90

 

Menurut Imam Syafi‟i, perumpamaan seorang 

penguasa terhadap rakyatnya ibarat seorang pengampu (wali) 

terhadap pengampuannya (anak yatim atau safih).Dalam 

menjalankan pemerintahannya, kepala Negara harus 

menempuh kebijakan berdasarkanmanhaj syar’i, yaitu 

berlandaskan asas maslahat umum, segala sesuatu yang 

dihalalkan dijalankan, sebaliknya, segala sesuatu yang 

diharamkan ditinggalkan. 

Berdasarkan kaidah ini, dalam menggunakan 

kekayaan Negara, pemerintah tidak boleh menggunakannya 

secara sembarangan, yang tidak berdasarkan asas 

kemaslahatan umat.
91

 

ُِ اٌذ ١ًٌ ػٍٝ اٌزّ  يَّ  ذُ دزٝ ٠َ  خُ بدَ ثَ الاِ  الاش١بءِ  فٟ ًُ طْ الاَ   ذش٠ – 

“Bahwa pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan, 

sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya” 
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Kaidah ini berdasarkan firman Allah Swt:  

                    

                       

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala 

sesuatu”. (QS.Al-Baqarah : 29) 

Serta berdasarkan hadits Nabi:  

 ًَّ ٌَ ِٚب دشَّ  لايٌ الله فٙٛ د ِب ا د ٌٛ  ذَ ىَ ِٚب عَ  َ فٙٛ دشا ٛا لجٍُ فب ػٕٗ فٙٛ ػف

ٗزَ ١َ بفِ ِٓ الله ػَ   

Artinya: “Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa 

yang diharamkan-Nya adalah haram, sedang apa yang 

didiamkan adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan itu 

dari Allah”.
92

 

Jadi, apabila ada sesuatu yang belum ada dalil yang 

tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh. 

ا يُ ضَ ٠ُ  سُ شَ اٌؼَّ  - 

“Kemadharatan harus dihilangkan” 

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt 

ا ْٚ ذُ زَ ؼْ زَ ا ٌِ اس  شَ ػِ  َّٓ ُ٘ ْٛ ىُ غِ ّْ رُ لَا َٚ   

Artinya: “…Janganlah kamu rujuk mereka untuk 

memadaratkan… (QS. Al-Baqarah 231)” 
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Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh 

Imam Malik 

لا ػشس ٚلا ػشاس ِٓ ػش ػشٖ الله ٚ ِٓ شك شك الله ػ١ٍٗ ]سٚاٖ الاِبَ 

 ِبٌه[

Artinya: “Tidak boleh memadaratkan dan dimadaratkan, 

barang siapa yang memadaratkan maka Allah Swt akan 

memadaratkannya dan barang siapa saja yang 

menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya” (HR. 

Imam Malik). 

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kerusakan atau 

kemafsadatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak 

diperbolehkan dalam islam.
93

 

Contoh penerapan kaidah ini ialah larangan 

menimbun dana masyarakat karena perbuatan tersebut 

mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. 

 - الا ِٛس ثّمب طذ٘ب

“Segala sesuatu berdasarkan tujuannya” 

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt: 

                 

                 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka 
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mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

Itulah agama yang lurus”.(QS. Al-Bayyinah : 5) 

Rasulullah Saw pun bersabda:  

 أّب الاػّب ي ثب١ٌٕبد ٚأّب ٌىً اِشئ ِب ٜٔٛ  

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara 

bergantung pada tujuan, motif, dan niatnya. Dengan kata lain, 

niat, motif, dan tujuan terkandung dalam hati seseorang 

sewaktu melakukan perbuatan menjadi kriteria yang 

menentukan nilai dan status hukum yang ia 

lakukan.
94

Tempatnya niat adalah di dalam hati sebab pada 

hakikatnya niat adalah menyengaja (qashdu) secara mutlak, 

dan menurut Imam Baidhowi niat sebagai ungkapan dari 

kehendak hati (inbi’atsul qalb). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan antara 

Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-

33 tentang BPJS Kesehatan, maka dari uraian-uraian tersebut di atas, 

ada beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan 

masalah, yaitu : 

1. Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan. 

Adapun Fatwa Nahdlatul Ulama dalam menetapkan 

hukum BPJS Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang 

kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa 

tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Muktamar 

ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 

yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh 

karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad 

ta’awun. 

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam 

menetapkan hukum BPJS Kesehatan yang diselenggarakan di 

Pondok  Pesantren at-Tauhidiyah Cikura Tegal Jawa Tengah 7-10 

Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah 

belum  sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur 

gharar, maysir dan riba. 
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2. Perbandingan metode istinbath dan dasar hukum (hujjah) 

Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam 

menghukumi BPJS Kesehatan. 

Adapun persamaannya terkait dengan BPJS Kesehatan 

yaitu pada dalil al-Qur’an (QS. al-Maidah ayat 2 tentang tolong 

menolong), serta persamaan persepsi mengenai konsep ta’awun 

yang ada pada BPJS Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua 

keputusan tersebut yaitu pada rujukan hadits (NU rujukannya 

hadits tentang tolong menolong sedangkan MUI rujukan 

haditsnya tentang pengharaman Riba), metode istinbath hukum 

yang digunakan (NU menggunakan metode Qauly, Ilhaqi, dan 

Manhaji sedangkan MUI menggunkan metode yang bersumber 

dari 4 sumber hukum yaitu, Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas). 

Sedangkan perbedaan mengenai hukum BPJS Kesehatan 

adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Fatwa MUI terkait dengan akad antar para pihak, 

belum sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung 

unsur gharar, maysir dan riba. Dan pada tanggal 4 Agustus 

2015 pemerintah-MUI sepakat BPJS Kesehatan direvisi agar 

sesuai syariah. Untuk itu pada poin ketiga hasil kesepakatan 

disebutkan, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai 

dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur 

gharar, maisir, dan riba inilah yang menyebabkan program 

BPJS disebut tidak sesuai syariah. Sedangkan menurut 
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Muktamar NU Ke-33, BPJS sesuai dengan syariat Islam dan 

masuk dalam akad ta’awun.  

b. Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode Ijtima’ 

hukum yang bersumber dari 4 sumber hukum yaitu, Al-

Qur’an, Hadith, Ijma’, Qiyas, 

Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan metode 

Istinbath hukum yaitu : Qauly, Ilhaqi, dan Manhaji. 

 

B. Saran  

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran 

yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :  

a. Langkah yang harus diambil pemerintah dan pengelola BPJS 

Kesehatan adalah membuka dialog dengan MUI untuk memberi 

masukan komprehensif sehingga komisi fatwa MUI  bisa 

mendapatkan informasi langsung dari BPJS terhadap bahan 

kajiannya untuk dilakukan tabayyun (cek dan ricek) soal BPJS 

Kesehatan. Kalaupun MUI tetap menyarankan sistem syariah, 

tentu akan lebih mudah mengonversinya ke sistem BPJS syariah 

apabila sudah terjalin dialog sebelumnya.   

b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem 

konvensional menjadi sistem BPJS Kesehatan yang syariah. 

c. kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi mutu 

pelayanan yang baik terhadap seluruh masyarakat Indonesia 

secara adil dan tidak membeda-bedakan antara pihak yang satu 
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dengan pihak yang lainya seperti tidak ada lagi kasus penolakan 

Rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi rabbil’alamain Penulis panjatkan syukur 

kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis 

mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 
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